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PUTUSAN
Nomor : 37/ PID-TIPIKOR / 2013/PT-BNA
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap . Iswadi Bin Ibrahim;

Tempat |ahir : Lampuuk ;

Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/ 28 Februari 1977 ;

Jenis Kelamin . Laki-laki ;

Kewarganegaraan . Indonesia;

Tempat tinggal : Lr. Cermai Dsn. Suka Maju Kel. Lambaro Skep Kec. Kuta

Alam KotaBanda Aceh ;

Agama o Idam;
Pekerjaan . Wiraswasta (Direktur CV. Beuna Enginering konsultan) ;
Pendidikan :  D-3 (Politekhnik) ;

Terdakwa dalam perkaraini tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda
Aceh tanggal 9 September 2013 Nomor : 20/Pid.Sus/TPK/2013/P. Tipikor-BNA, serta surat-
surat lain yang berkenaan dengan perkaraini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri
Banda Aceh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 23 Mei 2013 Nomor :
PDS-06/ JTH/05/2013
DAKWAAN :
Primair :

Bahwa Terdakwa Iswadi Bin Ibrahim bersama-sama Sdr. Drs. H. Rusli M. Ali, MM,
Sdr. Abdullah Bin Husen dan Sdr. Irhamsyah, S. Ag Bin Illyas Mahmud Alias Adun
(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tangga yang tidak dapat dipastikan lagi
dalam tahun 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas

Kebudayaan,............
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Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar di JI. T. Bachtiar Panglima
Polem Kota Jantho atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan
atau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporas yang dapat merugikan
Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

— Bahwa pada tahun anggaran 2009 dan 2010 Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Aceh menganggarkan dana untuk pembangunan Objek wisata le seuum
yang berada di Desa le Seuum Kec. Megjid Raya Kab. Aceh Besar, ketersediaan anggaran
tersebut pada tahun 2009 dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisasta Aceh No
1.17.1.17.01.21.02.5.2 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang telah direvisi No :
1.17.1.17.01.21.02.5.2 21.02 dengan kode rekening 5.2.3.26.04.

— Dan untuk tahun anggaran 2010, Ketersediaan dana tersebut ada pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Aceh No : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 tahun anggaran 2010 dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Perubahan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Aceh No : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 21.02 tahun anggran 2010
dengan kode rekening 5.2.3.26.04.

— Kegiatan pembangunan objek wisata le seuum Kab. Aceh yang didanai dari anggaran
APBA TA. 2009, terdiri dari 5 (lima) paket pekerjaan, 2 (dua) diantaranyayaitu :
= Paket pekerjaan Plaza (perencanaan, fisik dan pengawasan).
= Paket pekerjaan tempat bermain anak-anak (perencanaan, fisik dan pengawasan).

— Bahwa penunjukkan rekanan selaku konsultan perencana dan konsultan pengawas
pekerjaan le Seuum Kab. Aceh besar TA. 2009 dan 2010 yang termasuk perencanaan dan
pengawasan pekerjaan pembangunan plaza (otsus) tahun 2009, pekerjaan pembangunan

tempat bermain anak-anak (otsus) tahun 2009, termasuk juga perencanaan dan
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pengawasan pekerjaan konstruksi lanjutan pagar tahun 2010, sdr. Drs. H. Rusli M. Ali,
MM (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan penunjukkan langsung yang
pelaksanaannya diserahkan kepada terdakwa Iswadi Bin lbrahim, dimana mekanisme
penunjukkan langsung tersebut tidak dilakukan sebagaimana mekanisme penunjukkan
langsung yang ditentukan pada K eppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pel aksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah dan aturan-aturan perubahannya, sehingga dengan
penunjukkan langsung yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan, membuat
terdakwa Iswadi Bin lbrahim kurang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan
paket-paket pekerjaan pada Objek wisata le Seuum Kab. Aceh Besar.

— Untuk melengkapi administrasi kontrak perencanaan dan pengawasan tersebut, selain
menggunakan perusahaan terdakwa (CV. BEUNA ENGINERING CONSULTANT)
terdakwa Iswadi Bin Ibrahim juga menggunakan dokumen perusahaan-perusahaan lain
seperti CV. MEMBRANE ENGINERING CONSULTAN, CV. TRIKARYA PRATAMA
CONSULTAN, CV. DESIGN’07 CAE, dimana atas digunakan perusahaan tersebut
terdakwa Iswadi Bin lbrahim ada memberikan fee/imbalan jasa perusahaan kepada
masing-masing direktur.

— Atas penunjukkan terdakwa Iswadi Bin lbrahim dalam pengawasan 5 (lima) paket
pembangunan Objek wisata ie seuum Tahun 2009 dan perencanaan pagar tahun 2010, sdr.
Drs. H. Rudi M. Ali MM meminta fee/imbalan kepada terdakwa Iswadi Bin Ibrahim
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai bersih pembayaran pekerjaan perencanaan dan
pengawasan 5 (lima) paket pembangunan Objek wisata ie seuum Tahun 2009 dan
perencanaan pagar tahun 2010, dan fee/imbalan tersebut telah diserahkan terdakwa | swadi
Bin Ibrahim kepada Sdr. Drs. H. Rudli M. Ali M.M. secara bertahap yang berjumlah Rp.
65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

— Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan 5 (lima) paket pembangunan Objek
wisata ie seuum Tahun 2009 termasuk pekerjaan pembangunan plaza dan pembangunan
tempat bermain anak-anak tidak maksimal, karena pengawasan hanya dilakukan 2 (dua)
pengawas yang berpropesi selaku PNS (sakss MAULIZAL,S.T.) dan Mahasiswa (saksi
MISWAR) yang pelaksanaan pengawasannya dilakukan secara bergantian.

— Dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan pekerjaan Plaza (otsus) tahun 2009, terdakwa
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Iswadi Bin Ibrahim meminjam dokumen perusahaan CV. MEMBRANE ENGINERING
CONSULTANT vyang selanjutnya dibuatkan dokumen Surat Perjanjian Kerja :
011/SPK/PA-PPSPP/OTSUS/VII1/2009 tangga 26 Agustus 2009, dengan nilai sebesar Rp.
8.980.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana terdakwa
sendiri yang menandatangani diatas an. SUWARNO,ST/Dir CV. MEMBRANE
ENGINERING CONSULTANT pada dokumen kontrak.

— Dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan pekerjaan pembangunan tempat bermain anak-
anak (otsus) tahun 2009, terdakwa Iswadi Bin lbrahim menggunakan perusahaannya
sendiri CV. BEUNA ENGINERING CONSULTANT yang selanjutnya dibuatkan
dokumen Surat Perjanjian Kerja : 010/SPK/PA-PPSPP/OTSUS/VIII/2009 tanggal 26
Agustus 2009, dengan nilai sebesar Rp. 23.460.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus
enam puluh ribu rupiah).

— Bahwadalam membuat laporan progres pekerjaan pembangunan plaza (Otsus) tahun 2009
dan pembangunan tempat bermain anak-anak (otsus) tahun 2009 saksi MAULIZAL,ST
dan saksi MISWAR tidak mendasarkan pada data pengukuran di lapangan, melainkan
dengan cara memasukkan data pada Rencana Anggran Pembiayaan (RAB) pada kontrak /
addendum kontrak ke dalam laporan progres masing-masing pekerjaan.

— Bahwabenar CV. BREKEULON tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan
Plaza (OTSUS) 2009 sehagaimana ditentukan pada Surat Perjanjian Kerja, dimana
progres dilaporkan hanya mencapai 78,36% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh enam
persen).

— Bahwa benar CV. Sunga WANG tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Tempat
bermain anak-anak (otsus) 2009 sebagaimana ditentukan pada Surat Perjanjian Kerja,
dimana progres dilaporkan hanya mencapai 96,228% (sembilan puluh enam koma dua
dua delapan persen).

— Bahwavolume item pekerjaan Beton cor lantai tebal 20 cm (K.225) yang ditentukan pada
Surat Perjanjian Kerja dan yang dilaporkan dan telah dibayarkan adalah sebesar 147,200
M3 (seratus empat puluh tujuh koma dua ratus meter kubik) dengan harga setiap meter
kubik adalah Rp. 614.425,- (enam ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima
rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan adalah Rp. 90.443.360,- (sembilan puluh juta
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empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), setelah dilakukan
pengecekan / pengukuran volume fisik pekerjaan oleh Ahli Konstruksi diketahui bahwa
volume pekerjaan tersebut hanya sebesar 94,13 m3 (sembilan puluh empat koma tiga
belas meter kubik), sehingga adanya kelebihan pembayaran volume item pekerjaan Beton
cor lantai tebal 20 cm (K.225) yang tidak dikerjakan CV. BREKEULON vyaitu sebanyak
53,07 m3 (lima puluh tiga koma nol tujuh meter kubik).

— Bahwa terdakwa Iswadi Bin lbrahim telah melakukan kesalahan dalam menilai progress
Pekerjaan Pembangunan PLAZA yang dituangkan dalam Laporan Pekerjaan Bulanan ke |
s/d IV Pekerjaan Pembangunan PLAZA yang di buat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV.
MEMBRANE ENGGINEERING CONSULTANT dengan progress 78,368% (tujuh puluh
delapan koma tiga enam persen), yang ternyata realisasi di lapangan hanya mencapai
64,020% (enam puluh empat koma nol dua nol).

— Bahwa volume item pekerjaan pekerjaan beton lantai cor (K225) yang ditentukan pada
Surat Perjanjian Kerja dan yang dilaporkan dan telah dibayarkan adalah sebesar 480 m3
(empat ratus delapan puluh meter kubik) dengan harga setiap meter kubik adalah sebesar
Rp. 547.650,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga
jumlah yang dibayarkan adalah Rp. 260.681.400,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus
delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), setelah dilakukan pengecekan / pengukuran
volume fisik pekerjaan diketahui bahwa volume pekerjaan tersebut hanya sebesar 240 m3
(dua ratus empat puluh meter kubik), sehingga adanya kelebihan pembayaran volume
item pekerjaan Beton cor lantai teba 20 cm (K.225) yang tidak dikerjakan CV. SUNGAI
WANG vyaitu sebanyak sebesar 236 m3 (dua ratustiga puluh enam meter kubik).

— Bahwa terdakwa Iswadi Bin Ibrahim telah melakukan kesalahan dalam menilai progress
Pekerjaan Pembangunan Tempat Bermain anak-anak (otsus) tahun 2009 yang dituangkan
dalam Laporan Pekerjaan Bulanan ke | §/d IV Pekerjaan Pembangunan PLAZA yang di
buat oleh Konsultan Pengawas CV. BEUNA ENGGINEERING CONSULTANT yang
ditandatangani terdakwa Iswadi Bin Ibrahim progres pekerjaan tempat bermain anak-anak
(Otsus) sebesar 96,228% (sembilan puluh enam koma dua dua delapan), yang ternyata
realisasi progress dilapangan hanya 74,43% (tujuh puluh empat koma empat tiga persen).

— Bahwa telah ditemukan kerugian keuangan Negara dari hasil pelaksanaan pekerjaan
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pembangunan Plaza (Otsus) tahun 2009 dan pekerjaan pembangunan tempat bermain

anak-anak (otsus) tahun 2009, dimana:

1. Pekerjaan Pembangunan Plaza (Otsus) Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp.
44.276.789,12 (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh
ratus delapan puluh Sembilan ribu dua belas sen).

2. Pekerjaan Pembangunan Tempat Bermain Anak — Anak (Otsus) Tahun Anggaran 2009
adalah sebesar Rp. 154.789.179,69 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus
delapan puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah enam puluh
sen).

— Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidak-
tidaknya Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp. 230.951.188,51 (dua ratus
tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan
rupiah lima puluh satu sen), sebagaimana yang terdapat pada Laporan Hasil Audit
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Aceh dalam
rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Plaza Tahun 2009, dan
Pekerjaan Tempat Bermain Anak-Anak Tahun 2009, dan Pekerjaan Pagar tahun 2010
Objek Wisata le Seuum Kab. Aceh Besar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus
APBA Tahun Anggaran 2009-2010 Nomor : LHA-5637/PW.01/5/2012 tanggal 26
September 2012 atau setidak-tidaknya berkisar sejumlah tersebuit.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2
ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa Iswadi Bin Ibrahim selaku Direktur CV. BEUNA ENGINEERING
CONSULTAN yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perusshaan No. 18
tanggal 26 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Irma Safitri Harahap, S.H.,
bersama-sama Sdr. Drs. H. Rusli M. Ali, MM. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh TA. 2009 dan TA. 2010, Sdr. Abdullah Bin Husein
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selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otsus (PPTK-DO) pada Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar TA. 2009 dan TA. 2010, dan Sdr.
Irhamsyah, S. Ag Bin llyas Mahmud Alias Adun selaku Direktur CV. SUNGAI WANG
(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi
dalam tahun 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar di JI. T. Bachtiar Panglima
Polem Kota Jantho atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan
atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau
perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut :

— Bahwa pada tahun anggaran 2009 dan 2010 Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Aceh menganggarkan dana untuk pembangunan Objek wisata le seuum
yang berada di Desa le Seuum Kec. Megid Raya Kab. Aceh Besar. Ketersediaan
anggaran tersebut pada tahun 2009 dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh No. :
1.17.1.17.01.21.02.5.2 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh yang telah direvisi No. :
1.17.1.17.01.21.02.5.2 21.02 dengan kode rekening 5.2.3.26.04.
Dan untuk tahun anggaran 2010, Ketersediaan dana tersebut ada pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan
dan pariwisata Aceh No. : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 tahun anggaran 2010 dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Perubahan Dinas
K ebudayaan dan pariwisata Aceh No. : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 21.02 tahun anggran 2010
dengan kode rekening 5.2.3.26.04.

— Kegiatan pembangunan objek wisata le seuum Kab. Aceh yang didanai dari anggaran

APBA TA. 2009, terdiri dari 5 (lima) paket pekerjaan, 2 (dua) diantaranyayaitu :
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= paket pekerjaan Plaza (perencanaan, fisik dan pengawasan).
= Paket pekerjaan tempat bermain anak-anak (perencanaan, fisik dan pengawasan).

— Bahwa penunjukkan rekanan selaku konsultan perencana dan konsultan pengawas
pekerjaan le Seuum Kab. Aceh besar TA. 2009 dan 2010 yang termasuk perencanaan dan
pengawasan pekerjaan pembangunan plaza (otsus) tahun 2009, pekerjaan pembangunan
tempat bermain anak-anak (otsus) tahun 2009. Termasuk juga perencanaan dan
pengawasan pekerjaan konstruksi lanjutan pagar tahun 2010, sdr. Drs. H. RUSLI M AL,
MM (selaku KPA) melakukan penunjukkan langsung yang pelaksanaannya diserahkan
kepada terdakwa ISWADI Bin IBRAHIM. Dimana mekanisme penunjukkan langsung
tersebut tidak dilakukan sebagaimana mekanisme penunjukkan langsung yang
ditentukan pada Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah dan aturan-aturan perubahannya. Sehingga dengan penunjukkan
langsung yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan, membuat sdr. ISWADI
kurang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan paket-paket pekerjaan pada
Objek wisata le Seuum Kab. Aceh Besar.

— Untuk melengkapi administrasi kontrak perencanaan dan pengawasan tersebut, selain
menggunakan perusahaan tersangka (CV. Beuna Enginering konsultan) tersangka Iswadi
Bin Ibrahim juga menggunakan dokumen perusahaan-perusahaan lain seperti CV.
Membrane Enginering Consultan, CV. Trikarya Pratama Consultan, CV. Design’07 Cae.
Dimana atas digunakan perusahaan tersebut tersangka Iswadi Bin lbrahim ada
memberikan fee/imbal an jasa perusahaan kepada masing-masing direktur.

— Atas penunjukkan sdr. Iswadi Bin lbrahim dalam pengawasan 5 (lima) paket
pembangunan Objek wisata ie seuum Tahun 2009 dan perencanaan pagar tahun 2010, sdr.
Drs. H. RUSLI M ALI MM meminta fee/imbalan kepada sdr. ISWADI sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari nilai bersih pembayaran pekerjaan perencanaan dan pengawasan 5
(lima) paket pembangunan Objek wisata ie seuum Tahun 2009 dan perencanaan pagar
tahun 2010. Dan fee /imbalan tersebut telah diserahkan sdr. ISWADI kepada Drs. H.
RUSLI M ALI MM secara bertahap yang berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima
jutarupiah).

— Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan 5 (lima) paket pembangunan Objek
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wisata ie seuum Tahun 2009 termasuk pekerjaan pembangunan plaza dan pembangunan
tempat bermain anak-anak tidak maksimal, karena pengawasan hanya dilakukan 2 (dua)
pengawas yang berpropesi selaku PNS (MAULIZAL,ST) dan Mahasisva (MISWAR)
yang pelaksanaan pengawasannya dilakukan secara bergantian.

— Daam pelaksanaan pekerjaan pengawasan pekerjaan Plaza (otsus) tahun 2009, tersangka
ISWADI Bin IBRAHIM meminjam dokumen perusahaan CV. Membrane Enginering
Consultant yang selanjutnya dibuatkan dokumen Surat Perjanjian Kerja : 011/SPK/PA-
PPSPP/OTSUS/VII1/2009 tanggal 26 Agustus 2009, dengan nilai sebesar Rp. 8.980.000,-
(delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana tersangka sendiri yang
menandatangani  diatas an. SUWARNO,ST/Dir CV. MEMBRANE ENGINERING
CONSULTANT pada dokumen kontrak.

— Dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan pekerjaan pembangunan tempat bermain anak-
anak (otsus) tahun 2009, tersangka ISWADI Bin IBRAHIM menggunakan perusahaannya
sendiri CV. BEUNA ENGINERING CONSULTANT vyang selanjutnya dibuatkan
dokumen Surat Perjanjian Kerja : 010/SPK/PA-PPSPP/OTSUS/VIII/2009 tanggal 26
Agustus 2009, dengan nilai sebesar Rp. 23.460.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus
enam puluh ribu rupiah).

— Bahwa dalam membuat laporan progres pekerjaan pembangunan plaza (Otsus) tahun 2009
dan pembangunan tempat bermain anak-anak (otsus) tahun 2009 MAULIZAL,ST dan
MISWAR tidak mendasarkan pada data pengukuran di lapangan, melainkan dengan cara
memasukkan data pada Rencana Anggran Pembiayaan (RAB) pada kontrak / addendum
kontrak ke dalam laporan progres masing-masing pekerjaan.

— Bahwabenar CV. BREKEULON tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan
Plaza (OTSUS) 2009 sebagaimana ditentukan pada Surat Perjanjian Kerja. Dimana
progres dilaporkan hanya mencapai 78,36% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh enam
persen).

— Bahwa benar CV. Sungai WANG tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Tempat
bermain anak-anak (otsus) 2009 sebagaimana ditentukan pada Surat Perjanjian Kerja.
Dimana progres dilaporkan hanya mencapai 96,228% (sembilan puluh enam koma dua

dua delapan persen).
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— Bahwavolume item pekerjaan Beton cor lantai tebal 20 cm (K.225) yang ditentukan pada
Surat Perjanjian Kerja dan yang dilaporkan dan telah dibayarkan adalah sebesar 147,200
M3 (seratus empat puluh tujuh koma dua ratus meter kubik) dengan harga setiap meter
kubik adalah Rp. 614.425,- (enam ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima
rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan adalah Rp. 90.443.360,- (sembilan puluh juta
empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Setelah dilakukan
pengecekan / pengukuran volume fisik pekerjaan oleh Ahli konstruksi diketahui bahwa
volume pekerjaan tersebut hanya sebesar 94,13 m3 (sembilan puluh empat koma tiga
belas meter kubik). Sehingga adanya kelebihan pembayaran volume item pekerjaan
Beton cor lantai tebal 20 cm (K.225) yang tidak dikerjakan CV. BREKEULON yaitu
sebanyak 53,07 m3 (lima puluh tiga koma nol tujuh meter kubik).

— Bahwa tersangka ISWADI Bin IBRAHIM telah melakukan kesalahan dalam menilai
progress Pekerjaan Pembangunan PLAZA yang dituangkan dalam Laporan Pekerjaan
Bulanan ke | g/d IV Pekerjaan Pembangunan PLAZA yang di buat oleh Konsultan
Pengawas yaitu CV. MEMBRANE ENGGINEERING CONSULTANT dengan progress
78,368% (tujuh puluh delapan koma tiga enam persen), yang ternyata redlisas di
lapangan hanya mencapai 64,020% (enam puluh empat koma nol dua nol).

— Bahwa volume item pekerjaan pekerjaan beton lantai cor (K225) yang ditentukan pada
Surat Perjanjian Kerja dan yang dilaporkan dan telah dibayarkan adalah sebesar 480 m3
(empat ratus delapan puluh meter kubik) dengan harga setiap meter kubik adalah sebesar
Rp. 547.650,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga
jumlah yang dibayarkan adalah Rp. 260.681.400,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus
delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah). Setelah dilakukan pengecekan / pengukuran
volume fisik pekerjaan diketahui bahwa volume pekerjaan tersebut hanya sebesar 240 m3
(dua ratus empat puluh meter kubik). Sehingga adanya kelebihan pembayaran volume
item pekerjaan Beton cor lantai tebal 20 cm (K.225) yang tidak dikerjakan CV. SUNGAI
WANG yaitu sebanyak sebesar 236 m3 (dua ratustiga puluh enam meter kubik).

— Bahwa tersangka ISWADI Bin IBRAHIM telah melakukan kesalahan dalam menilai
progress Pekerjaan Pembangunan Tempat Bermain anak-anak (otsus) tahun 2009 yang

dituangkan dalam Laporan Pekerjaan Bulanan ke | §/d IV Pekerjaan Pembangunan
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PLAZA yang di buat oleh Konsultan Pengawas CV. BEUNA ENGGINEERING yang
ditandatangani tersangka ISWADI Bin IBRAHIM progres pekerjaan tempat bermain anak-
anak (Otsus) sebesar 96,228% (Sembilan puluh enam koma dua dua delapan), yang
ternyata realisasi progress dilapangan hanya 74,43% (tujuh puluh empat koma empat tiga
persen)

— Bahwa telah ditemukan kerugian keuangan Negara dari hasil pelaksanaan pekerjaan
pembangunan Plaza (Otsus) tahun 2009 dan pekerjaan pembangunan tempat bermain
anak-anak (otsus) tahun 2009, dimana:

1. Pekerjaan Pembangunan Plaza (Otsus) Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp
44.276.789,12 (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh
ratus delapan puluh Sembilan ribu dua belas sen).

2. Pekerjaan Pembangunan Tempat Bermain Anak — Anak (Otsus) Tahun Anggaran 2009
adalah sebesar Rp 154.789.179,69 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus
delapan puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah enam puluh
sen).

- Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidak-
tidaknya Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp.230.951.188,51 (dua ratustiga
puluh juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan
rupiah lima puluh satu sen), sebagaimana yang terdapat pada Laporan Hasil Audit
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Aceh dalam
rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Plaza Tahun 2009, dan
Pekerjaan Tempat Bermain Anak-Anak Tahun 2009, dan Pekerjaan Pagar tahun 2010
Objek Wisata le Seuum Kab. Aceh Besar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus
APBA Tahun Anggaran 2009-2010 Nomor : LHA-5637/PW.01/5/2012 tanggal 26
September 2012 atau setidak-tidaknya berkisar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal

18 ayat (1) huruf & b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang,..........
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Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang
dibacakan pada persidangan tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya meminta agar
Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Iswadi Bin Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan
Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menyatakan terdakwa Iswadi Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi” sebagaimana yang
didakwakan dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo Pasa 18 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan
membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan
ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
selama 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir SK GUBERNUR ACEH Nomor :
Ku.954.1/007/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang penunjukan/penetapan pejabat
pengguna anggaran/pengguna barang dan bendahara pengeluaran pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun anggaran 2010 dan 1 (satu) lembar lampiran
nyayang sudah di legalisir ;

2. 2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir SK GUBERNUR ACEH Nomor :
Ku.954.1/023/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang penunjukan/penetapan pejabat
pengguna anggran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran /kuasa pengguna
barang dan bendahara pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov.
NAD tahun anggaran 2009 dan 1 (satu) lembar lampiran nya yang sudah di legalisir ;
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3. 11 (sebelas) lembar foto kopi Buku Kas Umum pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh Per 31 Desember 2010 yang isinya mengenai pembayaran pekerjaan
kontruksi pagar lanjutan pembangunan objek wisata le Seum Kab. Aceh Besar ;

4. 17 (tujuh belas) Lembar Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh Per 31 Desember 2009 yang isinya pembanyaran terhadap pekerjaan
Pembangunan Plaza dan Tempat bermain anak ;

5. 5 (lima) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir DPPA-SKPA Perubahan Dinas
K ebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun anggaran 2010 ;

6. 4 (empat) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir DPPA-SKPA tahun anggaran
2010 Dinas K ebudayaan dan Pariwisata Aceh ;

7. 4 (empat) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir DPPA-SKPA tahun anggaran
2009 Dinas K ebudayaan dan Pariwisata Aceh ;

8. 3 (empat) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Revisi DPPA-SKPA Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun anggaran 2009 dan 1(satu) lembar foto copy
yang dileges Surat Sekda Aceh Nomor : 900/53482 tanggal 28 Juli 2009 ;

9. 6 (enam) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Rekap daftar Alokasi dan realisasi
fiskk dan keuangan dana otsus, Migas, dan reguler Perkabupaten/kota tahun 2010
pada Dinas K ebudayaan dan Pariwisata Aceh keadaan akhir Per 31 Desember 2010 ;

10. 7 (tujuh) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Rekap daftar Alokasi dan realisasi
fiskk dan keuangan dana otsus, Migas, dan reguler Perkabupaten/kota tahun 2009
pada Dinas K ebudayaan dan Pariwisata Aceh keadaan akhir Per 31 Desember 2009 ;

11. 1 (satu) lembar Adli Print Out Rekening Bank BPD ACEH Nomor Rekening :
01.06.001943-7 atas nama CV. MEMBRANE ENGINEERING KONSULTANT
Periode 23 Des S/d 31 Des 2009 ;

12. 1 (satu) lembar Adli Print Out Rekening Bank BPD ACEH Nomor Rekening :
01.06.001943-7 atas nama CV. MEMBRANE ENGINEERING KONSULTANT
Periode 01 Januari S/d 31 Januari 2010 ;

13. 1 (satu) lembar Adli Print Out Rekening Bank BPD ACEH Syariah Nomor Rekening
: 01.06.002266-7 atas nama CV. BREKEULON Periode 01 Juli 2009 S/d 30 Maret
2010;
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14. 1 (satu) lembar Adi Print Out Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening :
0100345536 atas nama CV. DESIGN 07 CAE Periode November 2009 ;

15. 1 (satu) lembar Adli Print Out Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening :
0100345536 atas nama CV. DESIGN 07 CAE Periode November 2010 ;

16. 1 (satu) Lembar Adli Print Out Rekening CV. Trikarya Pratama Consultan pada Bank
BPD Aceh Syariah KCU Banda Aceh (610) tanggal 10 Mei 2012 periode O1
Nopember 2009 S/d 31 Desember 2009 ;

17. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dileges SK Gubernur Aceh Nomor : 028/165/2012
tanggal 22 Maret 2012 tentang Penunjukan/penetapan pengurus barang, penyimpanan
barang dan atasan langsung pada satuan kerja perangkat Aceh dan unit kerja
pemerintah Aceh tahun Anggaran 2011;

18. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dileges Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh Nomor : TU.028/248/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal pengatar
buku kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2009 beserta lampiaran 1(satu) buku
inventaris barang daerah Dinas K ebudayaan dan pariwisata Aceh tahun 2009 ;

19. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dileges Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh Nomor : TU.028.04/122/2010 tanggal 15 januari 2011 perihal
pengatar buku kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2010 beserta lampiaran 1(satu)
buku inventaris barang daerah Dinas K ebudayaan dan pariwisata Aceh tahun 2010 ;

20. 1 (satu) Lembar poto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor
0008691/LS/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009 untuk Pembayaran Uang Muka
sebesar 30 % Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;

21. 1 (satu) lembar Adli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor : 003/SPP/BL/2009
tanggal 28 September 2009 ;

22. 1 (satu) lembar Adli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
003/SPP/BL/2009 tanggal 28 September 2009 ;

23. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 003/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 28 September
2009 ;

24. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 003/SPP/BL/2009
tanggal 28 September 2009 ;
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25. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 003/SPP/BL/2009 tanggal 28
September 2009 Ringkasan Kegiatan ;

26. 1 (satu) lembar Adi Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 28 September 2009 ttg
pembayaran uang muka untuk pekerjaan Pembangunan PLAZA Objek Wisata le Seu
um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;

27. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 05/KPA-
OTSUS/2009 tanggal 26 Agustus 2009 ;

28. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 005/BAP/2009 tanggal
28 September 2009 ttg pembayaran UMK 30 % Pembangunan PLAZA Objek Wisata
le Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS);

29. 1 (satu) lembar Adli Surat Direktur CV. BREKEULON Nomor : 18/BK/IX/2009
tanggal 28 September 2009 perihal Permohonan UMK

30. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilagalisir Jaminan uang muka Nomor : 185/JB-
03/610/1X/2009 tanggal 16 September 2009 dari Bank BPD Aceh Syariah Cabang
BandaAceh ;

31. 1 (satu) Lembar poto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor
0015048/LS/BL/2009 tanggal 23 Nopember 2009 untuk Pembayaran termin 47,19 %
Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;

32. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor : 014/SPP/BL/2009
tanggal 10 Nopember 2009 ;

33. 1 (satu) lembar Adli Surat Pernyataan Penggjuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
014/SPP/BL/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;

34. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 014/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 10 Nopember
2009 ;

35. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 014/SPP/BL/2009
tanggal 10 Nopember 2009 ;

36. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 014/SPP/BL/2009 tanggal 10
Nopember 2009 Ringkasan Kegiatan ;

37. 1 (satu) lembar Adli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 014/SPP/BL/2009 tanggal 10

Nopember 2009 Rincian (Rencana) Penggunaan Anggaran 2009;
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38. 1 (satu) lembar 2 (dua) Kwitansi ASLI No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 10 Nopember
2009 ttg pembayaran 47,19% pembangunan PLAZA Objek Wisata le Seu um Kab.
Aceh Besar (OTSUS) ;

39. 2 (dud) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 006/BAP/2009 tanggal
10 Nopember 2009 ttg pembayaran Termin Pekerjaan Progres 47,19% Pembangunan
PLAZA Objek Wisata le Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;

40. 2 (dud) lembar Adli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 06/KPA-
OTSUS/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;

41. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 700/06/BAPP/2009
tanggal 03 Nopember 2009 ;

42. 1 (satu) lembar Adi Berita Acara Kemagjuan Pekerjaan Pembanguna PLAZA
(OTSUS) Progres 52,19% Nomor : 06/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;

43. 1 (satu) Lembar poto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor
0026520/LS/BL/2009 tangga 23 Desember 2009 untuk Pembayaran termin 78,36 %
setelah di kurangi UMK 30 % dan Angsuran | dari nilai Kontrak Rp. 250.000.000,-
Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;

44, 1 (satu) lembar Adli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor : 017/SPP/BL/2009
tanggal 14 Desember 2009 ;

45. 1 (satu) lembar Adli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
017/SPP/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;

46. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 017/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 14 Desember
2009;

47. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 011/SPP/BL/2009
tanggal 14 Desember 2009 ;

48. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP/BL/2009 tanggal 14
Desember 2009 Ringkasan Kegiatan ;

49. 1 (satu) lembar Adli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP/BL/2009 tanggal 14
Desember 2009 Rincian (Rencana)Penggunaan Anggaran 2009 ;

50. 1 (satu) lembar Adi Kwitans No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 07Desember 2009 ttg
pembayaran78,36% pembangunan PLAZA Objek Wisata le Seu um Kab. Aceh Besar
(OTSUS) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



51.

52.

53.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :  /BAP/2009 tanggal
07 Desember 2009 ttg pembayaran Termin Pekerjaan Progres 78,36% Pembangunan
PLAZA Objek Wisata le Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;

2 (dua) lembar Asdli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : /KPA-
OTSUS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur CV. BREKEULON Nomor
11/BK/X11/2009 Tanggal 10 Desember 2009 perihal Permohonan Penarikan Termin ;
1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
700/06/BAPP/2009 tangga 07 Desember 2009 beserta 1 (satu) lembar Lampirannya ;
1 (satu) Lembar ASLI JAMINAN BANK Nomor : 617/JB-02/610/1X/2009 tanggal
08 September 2009 yang di terbitkan oleh BANK BPD ACEH SYARIAH Cabang
Banda Aceh (Jaminan Pelaksanaan) ;

1 (satu) Eks ASLI Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 05/KPA-
OTSUS/2009 Tangga 26 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan PLAZA dengan
nilai Kontrak sebesar Rp. 250.000.000,- Pelaksana CV. BREKEULON,;

1 (satu) Eks Asli Gambar Perencanaan Pekerjaan Plaza yang di terbitkan oleh CV.
DESING “ 07 CAE ;

1 (satu) buah Adli Laporan Pekerjaan Mingguan Pekerjaan Pembangunan PLAZA
yang di buat oleh CV. BREKEULON ;

1 (satu) Eks Adli Laporan Pekerjaan Minguan ke | s/d XV Pekerjaan Pembangunan
PLAZA vyang di buat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. MEMBRANE
ENGGINEERING CONSULTANT ;

1 (satu) Eks Adli Laporan Pekerjaan Bulanan ke | §/d IV Pekerjaan Pembangunan
PLAZA vyang di buat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. MEMBRANE
ENGGINEERING CONSULTANT ;

4 (empat) lembar Adli Photo Progres Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS)
T.A. 2009, Progres 52,19 % CV. BREKEULON ;

9 (empat) lembar Asli Photo pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS)
T.A. 2009, Progres 78,37 %. CV. BREKEULON ;

1 (satu) Eks Adli Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK ) Nomor : 011/SPK/PA-
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PPSPP/OTSUS/VIII/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 ttg pekerjaan pengawasan
PLAZA di Opjek Wisata le Seum Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;

64. 1 (satu) Eksfoto copy yang sudah di legalisir Ringkasan Proses dan Hasil Pelelangan
paket Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;

65. 1 (satu) Eks Adli Berita Acara Tambahan Penjelasan (ADDENDUM) Nomor :
02/Pan/DISBUDPARPORA .5/2009 tanggal 10 Juli 2009 ;

66. 1(satu) Eks Asli ESTIMATE ENGINEERING(EE) PLAZA, CV. DESIGN ’07 CAE;

67. 1 (satu) Eks Adli Fina Quantity Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS tahun
2009 ;

68. 1 (satu) Lembar Adli surat KPA kegiatan Sumber Dana OtsusTBAMIGAS Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : 00/549/2009 tanggal 30 Oktober 2009
perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada CV. BREKEULON ;

69. 2 (dua) Lembar Adli surat Cief Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING
CONSULTANT Nomor : 02/MEC/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 periha Teguran
Pel aksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;

70. 1 (satu) Lembar Adli surat Cief Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING
CONSULTANT Nomor : 0O/MEC/1X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Teguran
Pel aksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;

71. 1 (satu) Lembar Adi surat Cief Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING
CONSULTANT Nomor : 03/MEC/X1/2009 tangga 06 Nopember 2009 perihal
Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;

72. 1 (satu) Lembar Agli surat Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING
CONSULTANT Nomor : 04/MEC/X1/2009 tanggal 16 Nopember 2009 perihal
Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;

73. 1 (satu) Eks Asli Dokumen AS Build Drawing Pekerjaan PLAZA ;

74. 1 (satu) Eks Adli Laporan Mingguan Ke XV (akhir) Pekerjaan PLAZA (Otsus) CV.
MEMBRANE ENGINERING CONSULTANT ;

75. 1 (satu) Eks Adli Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pembangunan PLAZA (Otsus) ;

76. 1 (satu) Eks Adi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Perencanaan Nomor :
004/SPK/PA-PPSPP/OTSUS/V1/2009 tanggal 05 Juni 2009 ;
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77. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Gubernur Aceh Nomor :
Ku.954.1/023/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat
Pengguna Anggaran/K uasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengel uaran pada Dinas
Pariwisata Prov. NAD TA 2009, dan 1 (satu) lembar Lampirannya;

78. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Gubernur Aceh Nomor :
Ku.954.1/061/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Kegiatan Otonomi Khusus pada Dinas Pariwisata Aceh TA 2009, dan 1
(satu) lembar Lampirannya;

79. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor :
16/SK/PPTKDO/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan Dana Otsus pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga Kab. Aceh Besar tahun 2009 dan 1 (satu) lembar lampirannya;

80. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 15.b/SK/PPB/2009 tanggal 01 Juli
2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah (Dana
Otsus) pada Dinas K ebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar
tahun 2009 dan 1 (satu) lembar lampirannya;

8l. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisr SP2D Nomor
0009138/LS/BL/2009 tanggal 07 Oktober 2009 untuk Pembayaran Uang Muka
sebesar 30 % Pekerjaan Pembangunan Tempat Permainan Anak-anak (Otsus);

82. 1 (satu) lembar Adli SPM Nomor : 004/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 01 Oktober
2009;

83. 1 (satu) lembar Adli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang
dan Jasa Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

84. 1 (satu) lembar Adli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

85. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 004/SPP/BL/2009
tanggal 01 Oktober 2009;
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1 (satu) lembar Adli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

1 (satu) lembar Adli Rincian (rencana) Pengunaan TA 2009 Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01
Oktober 2009;

1 (satu) lembar Adli Kwitansi Nomor Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 01 Oktober 2009
tentang pembayaran uang muka 30% untuk Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

1 (satu) lembar Adli Berita Acara Persetujuan Pembayaran tanggal 01 Oktober 2009
tentang pembayaran uang muka 30% untuk Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 06/BAP/2009 tanggal
01 Oktober 2009 tentang pembayaran uang muka 30% untuk Pekerjaan Tempat
Bermain Anak-anak;

1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Infak (SSI) atas nama CV. SUNGAI WANG
tanggal 01 Oktober 2009;

1 (satu) lembar Foto Copy Jaminan Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor :
0174/JB.03/KPO.06/1X/2009 tanggal 29 September 2009;

1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legaisir SP2D Nomor
0021423/LS/BL/2009 tangga 16 Desember 2009 untuk Pembayaran termin 95,22 %
setelah di kurangi UKM 30 % dari Pekerjaan Pembangunan Tempat Permainan
Anak-anak (OTSUS) di Aceh Besar;

1 (satu) lembar Adli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor
021/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

1 (satu) lembar Adli Surat Pernyataan Pengajuan SPP- LS Barang dan Jasa Nomor :
021/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 021/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 15 Desember
2009;

1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 021/SPP/BL/2009
tanggal 15 Desember 2009;

1 (satu) lembar Adli Rincian (rencana) Pengunaan TA 2009 SPP- LS Barang dan Jasa
Nomor : 021/SPP/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009;
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99. 1 (satu) lembar Adli Ringkasan kegiatan SPP- LS Barang dan Jasa Nomor :
021/SPP/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009;

100. 1 (satu) lembar 2(dua) Asli Kwitansi Nomor Rek : 5.2.3.26.04 tanggal 15 Desember
2009 tentang pembayaran uang Termin 96,22% setelah dikurangi UMK 30% untuk
Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

101. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 06/BAP/2009 tanggal
15 Desember 2009;

102. 2 (dua) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) termin 96,22% tentang
Pembayaran Tempat Bermain Anak-anak (Otsus) Nomor : 06/BAP/2009 tanggal 15
Desember 2009;

103. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran termin 96,22% tentang
Pembayaran Tempat Bermain Anak-anak (Otsus) Nomor : 06/BAP/2009 tangga 15
Desember 2009;

104. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
700/06/BAPP/2009 tanggal 15 Desember 2009 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

105. 1 (satu) lembar Adi Jaminan Bank (Jaminan Pelaksanaan) Nomor
0611/JB.02/KPO.06/1X/2009 tanggal 02 September 2009 yang di terbitkan oleh Bank
BPD Aceh Kantor Pusat Operasional;

106. 1 (satu) buah ASLI Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 06/KPA-
OTSUS/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Pekerjaan Tempat Permainan Anak-Anak
nilai Kontrak sebesar Rp. 602.048.000,- Pelaksana CV. SUNGAI WANG;

107. 1 (satu) buah ASLI Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) ADDENDUM-I Nomor :
014/KPA-OTSUS/2009 tanggal 21 Oktober 2009 Pekerjaan Tempat Permainan
Anak-Anak (Otsus);

108. 1 (satu) buah ASLI JUSTIFIKASI TEKNIK Pekerjaan Tempat Permainan Anak-
Anak;

109. 1 (satu) buah ASLI Laporan Pekerjaan Minguan Pekerjaan Tempat Permainan Anak-
anak yang di buat oleh CV. SUNGAI WANG berserta Lampirannya;

110. 1 (satu) buah ASLI Laporan Pekerjaan Minguan Konsultan Pengawas Pekerjaan
Tempat Permainan Anak-anak oleh CV. BEUNA ENGINEERING;

7 (tujuh),...........
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111. 7 (tujuh) lembar ASLI PHOTO Pelaksanaan Pekerjaan 0 s/d 96% Tempat Permainan
Anak-anak (Otsus) 2009;

112. 1 (satu) lembar ASLI Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 700/551/2009
tanggal 30 Oktober 2009 dari Dinas K ebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Kah. Aceh Besar kepada Pimpinan CV. SUNGAI WANG;

113. 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. BEUNA ENGINERING Konsultan Pengawas Nomor
: 02/TEC/BEK-AB/IX/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang teguran | kepada CV.
SUNGAI WANG yang dilampiri Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;

114. 1 (satu) Lembar Adi Surat Chif Inspektor CV. BEUNA ENGINERING
CONSULTAN Pengawas Nomor : 03/TEC/BEK-AB/1X/2009 tanggal 16 Nopember
2009 tentang Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada CV. SUNGAI WANG,;

115. 1 (satu) Lembar Asli Surat Chif Inspektor CV. BEUNA ENGINERING
CONSULTAN Pengawas Nomor : 04/TEC/BEK-AB/X1/2009 tanggal 21 Nopember
2009 tentang Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada CV. SUNGAI WANG;

116. 1 (satu) Lembar Adli Surat CV. SUNGAI WANG Nomor : 42/SW-BA/IX/2009
tanggal 28 september 2009 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka;

117. 1 (satu) Lembar Adi Surat CV. SUNGAI WANG Nomor : 06/SW/NAD-BA-
05/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Permohonan Pembayaran Termin 96%
tanggal 12 Desember 2009;

118. 1 (satu) Lembar Adli Surat CV. SUNGAI WANG Nomor : 03/SW/NAD-BA-
05/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang permohonan CCO/Adendum;

119. 1 (satu) Exsamplar Foto Copy laporan Bulanan Ke | S/d IV CV. BEUNA
ENGINERING Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

120. 1 (satu) Bundd Asdli Dokumen Pelelangan Nomor Paket : 6 Pekerjaan Tempat
Bermain Anak-anak (Otsus);

121. 1 (satu) Exsamplar Asli Gambar Rencana Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak CV.
TRIKARYA PRATAMA CONSULTAN;

122. 1 (satu) Bundel ASLI Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Perencana Nomor :
005/SKP/PA-PPSPP/OTSUS/VI/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pekerjaan Tempat
Permainan Anak-Anak nilai Kontrak sebesar Rp. 38.420.000,- Pelaksana CV.
TRIKARYA PRATAMA CONSULTAN;
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123. 1 (satu) Bundel ASLI Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pengawasan Nomor :
010/SK P/PA-PPSPP/OTSUS/VI11/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Pekerjaan Tempat
Permainan Anak-Anak nilai Kontrak sebesar Rp. 23.460.000,- Pelaksana CV.
BEUNA ENGINERING,;

124. 1 (satu) Exsamplar Adi AS-BULD DRAWING Pekerjaan Tempat Bermain Anak-
anak;

125. 1 (satu) Exsamplar Foto Copy yang di legalisir Ringkasan Proses dan Hasil
Pelelangan Nomor Paket : 6 Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

126. 2 (dua) Lembar Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh (Dana Otsus) Tahun 2009;

127. 2 (dua) Lembar Daftar Redlisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh (Dana Otsus) Tahun 2010;

128. 2 (dua) lembar asli Prin Out Rekening Bank BPD Syariah Aceh No. Rek.
010.01.05.641179-7 ats nama CV. SUNGAI WANG Periode 01 Agustus s/d 31
Desember 2009 ;

129. Uang tunai sebesar Rp. 44.300.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)
dengan mengabaikan dominal pecahan dan nomor serinya;;

130. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir SP2D Nomor : 0026356/L S/BL/2009
tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Uang Termin sebesar 78 % Pekerjaan
Pengawasan Plaza (Otsus) ;

131. 1 (satu) lembar Adli Surat Pengantar SPP Langsung Barang da Jasa Nomor :
018/SPP/BL/2009 ;

132. 1 (satu) lembar Asdi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor
016/SPM/BL/Otsus/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Pembayaran termin 96 %
untuk Pekerjaan Pengawasan Anak-anak ;

133. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 018/SPP/BL/2009
tanggal 8 Desember 2009 ;

134. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor
: 018/SPP/BL /2009 tentang Ringkasan K egiatan tanggal 8 Desember 2009 ;

135. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor

018/SPP/BL/2009,.........
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. 018/SPP/BL/2009 tentang Rincian (rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2009
tanggal 8 Desember 2009 ;

136. 1 (satu) lembar Adli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
018/SPP/BL/2009 ;

137. 1 (satu) lembar foto copy leges Kwitanss Nomor Rekening : 5.2.3.26.04 tanggal 8
Desember 2009 tentang Pembayaran termin sebesar 78 % Pekerjaan Pengawasan
Plaza;

138. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 011/SPK/PA-
PPSPP/Otsus/V111/2009 tanggal 26 Agustus 2009 ;

139. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :  /BAP/2009 tanggal
8 Desember 2009 ;

140. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor :  /TT/2009
tanggal 4 Desember 2009 ;

141. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : /2009 tanggal 3
Desember 2009 ;

142. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir SP2D Nomor : 0026363/L S/BL/2009
tanggal 23 Desember 2009 untuk Pembayaran Uang termin 98 % Pekerjaan
Pengawasan Tempat Bermain Anak-anak (Otsus) ;

143. 1 (satu) lembar Adli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
JasaNomor : 016/SPP/BL/2009 ;

144. 1 (satu) lembar Asli  Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor
018/SPM/BL/Otsus/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Pembayaran termin 78 %
untuk Pekerjaan Pengawasan Plaza;

145. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 016/SPP/BL/2009
tanggal 8 Desember 2009 ;

146. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor
: 016/SPP/BL/2009 tentang Ringkasan K egiatan tanggal 8 Desember 2009 ;

147. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor
: 016/SPP/BL/2009 tentang Rincian (rencana) penggunaan Tahun Anggaran 2009
tanggal 8 Desember 2009 ;
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148. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
016/SPP/BL/2009 ;

149. 1 (satu) lembar foto copy leges Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.26.04 tangga 8
Desember 2009 tentang Pembayaran termin sebesar 96 % Pekerjaan Pengawasan
Tempat Bermain Anak-anak ;

150. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :  /BAP/2009 tanggal 8
Desember 2009 ;

151. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 010/SPK/PA-
PPSPP/Otsus/V111/2009 tanggal 26 Agustus 2009 ;

152. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor :  /TT/2009
tanggal 4 Desember 2009 ;

153. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : /2009 tanggal 3
Desember 2009 ;

154. 2 (dua) lembar Adli Rekening Koran Periode 1 Desember 2009 s/d 31 Januari 2010
pada Bank BPD Aceh Syariah Nomor : 610.01.06.001644-8 atas nama CV. Beuna
Enginering Consultant ;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Drs. Abdullah Bin Husein;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili
perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 September 2013 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iswadi Bin lbrahim tidak terbukti secara sash dan meyakinkan

menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan
Primair;

2. Membebaskan terdakwa Iswadi Bin Ibrahim dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa Iswadi Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi” sebagaimana yang
didakwakan dalam dakwaan Subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iswadi Bin Ibrahim oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
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rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir SK GUBERNUR ACEH Nomor :
Ku.954.1/007/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang penunjukan/penetapan pejabat
pengguna anggaran/pengguna barang dan bendahara pengeluaran pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun anggaran 2010 dan 1 (satu) lembar lampiran
nyayang sudah di legalisir ;

2. 2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir SK GUBERNUR ACEH Nomor :
Ku.954.1/023/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang penunjukan/penetapan pejabat
pengguna anggran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran /kuasa pengguna
barang dan bendahara pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov.
NAD tahun anggaran 2009 dan 1 (satu) lembar lampiran nya yang sudah di legalisir ;

3. 11 (sebelas) lembar foto kopi Buku Kas Umum pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh Per 31 Desember 2010 yang isinya mengenai pembayaran pekerjaan
kontruksi pagar lanjutan pembangunan objek wisata le Seum Kab. Aceh Besar ;

4., 17 (tujuh belas) Lembar Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh Per 31 Desember 2009 yang isinya pembanyaran terhadap pekerjaan
Pembangunan Plaza dan Tempat bermain anak ;

5. 5 (lima) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir DPPA-SKPA Perubahan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun anggaran 2010 ;

6. 4 (empat) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir DPPA-SKPA tahun anggaran
2010 Dinas K ebudayaan dan Pariwisata Aceh ;

7. 4 (empat) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir DPPA-SKPA tahun anggaran
2009 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ;

8. 3 (empat) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Revisi DPPA-SKPA Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun anggaran 2009 dan 1(satu) lembar foto copy
yang dileges Surat Sekda Aceh Nomor : 900/53482 tanggal 28 Juli 2009 ;

9. 6 (enam) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Rekap daftar Alokasi dan realisasi
fiskk dan keuangan dana otsus, Migas, dan reguler Perkabupaten/kotatahun 2010
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pada Dinas K ebudayaan dan Pariwisata Aceh keadaan akhir Per 31 Desember 2010 ;

10. 7 (tujuh) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Rekap daftar Alokasi dan realisasi
fisk dan keuangan dana otsus, Migas, dan reguler Perkabupaten/kota tahun 2009
pada Dinas K ebudayaan dan Pariwisata Aceh keadaan akhir Per 31 Desember 2009 ;

11. 1 (satu) lembar Adli Print Out Rekening Bank BPD ACEH Nomor Rekening :
01.06.001943-7 atas nama CV. MEMBRANE ENGINEERING KONSULTANT
Periode 23 Des S/d 31 Des 2009 ;

12. 1 (satu) lembar Adli Print Out Rekening Bank BPD ACEH Nomor Rekening :
01.06.001943-7 atas nama CV. MEMBRANE ENGINEERING KONSULTANT
Periode 01 Januari S/d 31 Januari 2010 ;

13. 1 (satu) lembar Adli Print Out Rekening Bank BPD ACEH Syariah Nomor Rekening
: 01.06.002266-7 atas hama CV. BREKEULON Periode 01 Juli 2009 S/d 30 Maret
2010;

14. 1 (satu) lembar Adli Print Out Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening :
0100345536 atas nama CV. DESIGN 07 CAE Periode November 2009 ;

15. 1 (satu) lembar Adli Print Out Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening :
0100345536 atas nama CV. DESIGN 07 CAE Periode November 2010 ;

16. 1 (satu) Lembar Adli Print Out Rekening CV. Trikarya Pratama Consultan pada Bank
BPD Aceh Syariah KCU Banda Aceh (610) tanggal 10 Mei 2012 periode 01
Nopember 2009 S/d 31 Desember 2009 ;

17. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dileges SK Gubernur Aceh Nomor : 028/165/2012
tanggal 22 Maret 2012 tentang Penunjukan/penetapan pengurus barang, penyimpanan
barang dan atasan langsung pada satuan kerja perangkat Aceh dan unit kerja
pemerintah Aceh tahun Anggaran 2011;

18. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dileges Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh Nomor : TU.028/248/2010 tanggal 29 Januari 2010 periha pengatar
buku kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2009 beserta lampiaran 1(satu) buku
inventaris barang daerah Dinas K ebudayaan dan pariwisata Aceh tahun 2009 ;

19. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dileges Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh Nomor : TU.028.04/122/2010 tanggal 15 Januari 2011 perihal
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pengatar buku kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2010 beserta lampiaran 1(satu)
buku inventaris barang daerah Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh tahun 2010 ;

20. 1 (satu) Lembar poto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor
0008691/LS/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009 untuk Pembayaran Uang Muka
sebesar 30 % Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;

21. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor : 003/SPP/BL/2009
tanggal 28 September 2009 ;

22. 1 (satu) lembar Adli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
003/SPP/BL/2009 tanggal 28 September 2009 ;

23. 1 (satu) lembar Adi SPM Nomor : 003/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 28 September
2009;

24, 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 003/SPP/BL/2009
tanggal 28 September 2009 ;

25. 1 (satu) lembar Adli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 003/SPP/BL/2009 tanggal 28
September 2009 Ringkasan Kegiatan ;

26. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 28 September 2009 ttg
pembayaran uang muka untuk pekerjaan Pembangunan PLAZA Objek Wisata le Seu
um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;

27. 1 (satu) lembar Adi Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 05/KPA-
OTSUS/2009 tanggal 26 Agustus 2009 ;

28. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 005/BAP/2009 tanggal
28 September 2009 ttg pembayaran UMK 30 % Pembangunan PLAZA Objek Wisata
le Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS);

29. 1 (satu) lembar Adli Surat Direktur CV. BREKEULON Nomor : 18/BK/IX/2009
tanggal 28 September 2009 perihal Permohonan UMK

30. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilagalisir Jaminan uang muka Nomor : 185/JB-
03/610/1X/2009 tanggal 16 September 2009 dari Bank BPD Aceh Syariah Cabang
BandaAceh;

31. 1 (satu) Lembar poto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor
0015048/L.S/BL/2009 tanggal 23 Nopember 2009 untuk Pembayaran termin 47,19 %

Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;
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32. 1 (satu) lembar Adli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor : 014/SPP/BL/2009
tanggal 10 Nopember 2009 ;

33. 1 (satu) lembar Adli Surat Pernyataan Penggjuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
014/SPP/BL/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;

34. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 014/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 10 Nopember
2009 ;

35. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 014/SPP/BL/2009
tanggal 10 Nopember 2009 ;

36. 1 (satu) lembar Adli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 014/SPP/BL/2009 tanggal 10
Nopember 2009 Ringkasan Kegiatan ;

37. 1 (satu) lembar Adli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 014/SPP/BL/2009 tanggal 10
Nopember 2009 Rincian (Rencana) Penggunaan Anggaran 20009;

38. 1 (satu) lembar 2 (dua) Kwitansi ASLI No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 10 Nopember
2009 ttg pembayaran 47,19% pembangunan PLAZA Objek Wisata le Seu um Kab.
Aceh Besar (OTSUS) ;

39. 2 (dud) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 006/BAP/2009 tanggal
10 Nopember 2009 ttg pembayaran Termin Pekerjaan Progres 47,19% Pembangunan
PLAZA Objek Wisata le Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;

40. 2 (dud) lembar Adli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 06/KPA-
OTSUS/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;

41. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 700/06/BAPP/2009
tanggal 03 Nopember 2009 ;

42. 1 (satu) lembar Adi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembanguna PLAZA
(OTSUS) Progres 52,19% Nomor : 06/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;

43. 1 (satu) Lembar poto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor
0026520/LS/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk Pembayaran termin 78,36 %
setelah di kurangi UMK 30 % dan Angsuran | dari nilai Kontrak Rp. 250.000.000,-
Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;

44, 1 (satu) lembar Adli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor : 017/SPP/BL/2009
tanggal 14 Desember 2009 ;
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45. 1 (satu) lembar Adli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
017/SPP/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;

46. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 017/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 14 Desember
2009;

47. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 011/SPP/BL/2009
tanggal 14 Desember 2009 ;

48. 1 (satu) lembar Adli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP/BL/2009 tanggal 14
Desember 2009 Ringkasan Kegiatan ;

49. 1 (satu) lembar Adli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP/BL/2009 tanggal 14
Desember 2009 Rincian (Rencana)Penggunaan Anggaran 2009 ;

50. 1 (satu) lembar Adi Kwitans No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 07Desember 2009 ttg
pembayaran78,36% pembangunan PLAZA Objek Wisata le Seu um Kab. Aceh Besar
(OTSUS) ;

51. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :  /BAP/2009 tanggal
07 Desember 2009 ttg pembayaran Termin Pekerjaan Progres 78,36% Pembangunan
PLAZA Objek Wisata le Seu um Kah. Aceh Besar (OTSUS) ;

52. 2 (dua) lembar Adli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : /KPA-
OTSUS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;

53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur CV. BREKEULON Nomor
11/BK/X11/2009 Tanggal 10 Desember 2009 perihal Permohonan Penarikan Termin ;

54. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
700/06/BAPP/2009 tangga 07 Desember 2009 beserta 1 (satu) lembar Lampirannya ;

55. 1 (satu) Lembar ASLI JAMINAN BANK Nomor : 617/JB-02/610/1X/2009 tanggal
08 September 2009 yang di terbitkan oleh BANK BPD ACEH SYARIAH Cabang
Banda Aceh (Jaminan Pelaksanaan) ;

56. 1 (satu) Eks ASLI Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 05/KPA-
OTSUS/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan PLAZA dengan
nilai Kontrak sebesar Rp. 250.000.000,- Pelaksana CV. BREKEULON;

57. 1 (satu) Eks Adli Gambar Perencanaan Pekerjaan Plaza yang di terbitkan oleh CV.
DESING “ 07 CAE ;
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58. 1 (satu) buah Adli Laporan Pekerjaan Mingguan Pekerjaan Pembangunan PLAZA
yang di buat oleh CV. BREKEULON ;

59. 1 (satu) Eks Adli Laporan Pekerjaan Minguan ke | s/d XVI Pekerjaan Pembangunan
PLAZA vyang di buat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. MEMBRANE
ENGGINEERING CONSULTANT ;

60. 1 (satu) Eks Asli Laporan Pekerjaan Bulanan ke | s/d IV Pekerjaan Pembangunan
PLAZA vyang di buat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. MEMBRANE
ENGGINEERING CONSULTANT ;

61. 4 (empat) lembar Adli Photo Progres Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS)
T.A. 2009, Progres 52,19 % CV. BREKEULON ;

62. 9 (empat) lembar Adli Photo pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS)
T.A. 2009, Progres 78,37 %. CV. BREKEULON ;

63. 1 (satu) Eks Adli Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 011/SPK/PA-
PPSPP/OTSUS/VIII/2009 Tangga 26 Agustus 2009 ttg pekerjaan pengawasan
PLAZA di Opjek Wisata le Seum Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;

64. 1 (satu) Eksfoto copy yang sudah di legalisir Ringkasan Proses dan Hasil Pelelangan
paket Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;

65. 1 (satu) Eks Asdli Berita Acara Tambahan Penjelasan (ADDENDUM) Nomor :
02/Pan/DISBUDPARPORA .5/2009 tanggal 10 Juli 2009 ;

66. 1(satu) Eks Asli ESTIMATE ENGINEERING(EE) PLAZA, CV. DESIGN ’07 CAE ;

67. 1 (satu) Eks Adli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS tahun
2009 ;

68. 1 (satu) Lembar Adli surat KPA kegiatan Sumber Dana OtsusTBAMIGAS Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : 00/549/2009 tanggal 30 Oktober 2009
perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada CV. BREKEULON ;

69. 2 (dua) Lembar Adli surat Cief Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING
CONSULTANT Nomor : 02/MEC/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 perihal Teguran
Pel aksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;

70. 1 (satu) Lembar Adli surat Cief Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING
CONSULTANT Nomor : 01/MEC/1X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Teguran
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Pel aksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;

71. 1 (satu) Lembar Adli surat Cief Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING
CONSULTANT Nomor : 03/MEC/X1/2009 tangga 06 Nopember 2009 perihal
Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;

72. 1 (satu) Lembar Asli surat Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING
CONSULTANT Nomor : 04/MEC/X1/2009 tangga 16 Nopember 2009 perihal
Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;

73. 1 (satu) Eks Adli Dokumen AS Build Drawing Pekerjaan PLAZA ;

74. 1 (satu) Eks Adli Laporan Mingguan Ke XV (akhir) Pekerjaan PLAZA (Otsus) CV.
MEMBRANE ENGINERING CONSULTANT ;

75. 1 (satu) Eks Adli Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pembangunan PLAZA (Otsus) ;

76. 1 (satu) Eks Adi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Perencanaan Nomor :
004/SPK/PA-PPSPP/OTSUS/V1/2009 tanggal 05 Juni 2009 ;

77. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Gubernur Aceh Nomor :
Ku.954.1/023/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat
Pengguna Anggaran/K uasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengel uaran pada Dinas
Pariwisata Prov. NAD TA 2009, dan 1 (satu) lembar Lampirannya;

78. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Gubernur Aceh Nomor :
Ku.954.1/061/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Kegiatan Otonomi Khusus pada Dinas Pariwisata Aceh TA 2009, dan 1
(satu) lembar Lampirannya;

79. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor :
16/SK/PPTKDO/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan Dana Otsus pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga Kab. Aceh Besar tahun 2009 dan 1 (satu) lembar lampirannya;

80. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 15.b/SK/PPB/2009 tanggal 01 Juli
2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah ( Dana
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Otsus) pada Dinas K ebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar
tahun 2009 dan 1 (satu) lembar lampirannya;

8l. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisr SP2D Nomor
0009138/LS/BL/2009 tanggal 07 Oktober 2009 untuk Pembayaran Uang Muka
sebesar 30 % Pekerjaan Pembangunan Tempat Permainan Anak-anak (Otsus);

82. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 004/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 01 Oktober
2009;

83. 1 (satu) lembar Adli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang
dan Jasa Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

84. 1 (satu) lembar Adli Surat Pernyataan Penggjuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

85. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 004/SPP/BL/2009
tanggal 01 Oktober 2009;

86. 1 (satu) lembar Adi Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

87. 1 (satu) lembar Adli Rincian (rencand) Pengunaan TA 2009 Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01
Oktober 2009;

88. 1 (satu) lembar Adi Kwitansi Nomor Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 01 Oktober 2009
tentang pembayaran uang muka 30% untuk Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

89. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Persetujuan Pembayaran tanggal 01 Oktober 2009
tentang pembayaran uang muka 30% untuk Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

90. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 06/BAP/2009 tanggal
01 Oktober 2009 tentang pembayaran uang muka 30% untuk Pekerjaan Tempat
Bermain Anak-anak;

91. 1 (satu) lembar Adli Surat Setoran Infak (SSI) atas nama CV. SUNGAI WANG
tanggal 01 Oktober 2009;

92. 1 (satu) lembar Foto Copy Jaminan Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor :
0174/JB.03/KPO.06/1X/2009 tanggal 29 September 2009;

93. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :

0021423............
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0021423/L.S/BL/2009 tangga 16 Desember 2009 untuk Pembayaran termin 95,22 %
setelah di kurangi UKM 30 % dari Pekerjaan Pembangunan Tempat Permainan
Anak-anak (OTSUS) di Aceh Besar;

94, 1 (satu) lembar Adi Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor
021/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

95. 1 (satu) lembar Adli Surat Pernyataan Pengajuan SPP- LS Barang dan Jasa  Nomor :
021/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

96. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 021/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 15 Desember
2009;

97. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 021/SPP/BL/2009
tanggal 15 Desember 2009;

98. 1 (satu) lembar Adli Rincian (rencana) Pengunaan TA 2009 SPP- LS Barang dan Jasa
Nomor : 021/SPP/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009;

99. 1 (satu) lembar Adli Ringkasan kegiatan SPP- LS Barang dan Jasa Nomor :
021/SPP/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009;

100. 1 (satu) lembar 2(dua) Asli Kwitansi Nomor Rek : 5.2.3.26.04 tanggal 15 Desember
2009 tentang pembayaran uang Termin 96,22% setelah dikurangi UMK 30% untuk
Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

101. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 06/BAP/2009 tanggal
15 Desember 2009;

102. 2 (dua) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) termin 96,22% tentang
Pembayaran Tempat Bermain Anak-anak (Otsus) Nomor : 06/BAP/2009 tanggal 15
Desember 2009;

103. 1 (satu) lembar Adi Berita Acara Persetujuan Pembayaran termin 96,22% tentang
Pembayaran Tempat Bermain Anak-anak (Otsus) Nomor : 06/BAP/2009 tanggal 15
Desember 2009;

104. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
700/06/BAPP/2009 tangga 15 Desember 2009 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

105. 1 (satu) lembar Adi  Jaminan Bank (Jaminan Pelaksanaan) Nomor

0611/JB.02/KPO.06/1X/2009 tanggal 02 September 2009 yang di terbitkan oleh Bank
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BPD Aceh Kantor Pusat Operasional;

106. 1 (satu) bush ASLI Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 06/KPA-
OTSUS/2009 tangga 26 Agustus 2009 Pekerjaan Tempat Permainan Anak-Anak
nilai Kontrak sebesar Rp. 602.048.000,- Pelaksana CV. SUNGAI WANG;

107. 1 (satu) buah ASLI Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) ADDENDUM-I Nomor :
014/KPA-OTSUS/2009 tanggal 21 Oktober 2009 Pekerjaan Tempat Permainan
Anak-Anak (Otsus);

108. 1 (satu) buah ASLI JUSTIFIKASI TEKNIK Pekerjaan Tempat Permainan Anak-
Anak;

109. 1 (satu) buah ASLI Laporan Pekerjaan Minguan Pekerjaan Tempat Permainan Anak-
anak yang di buat oleh CV. SUNGAI WANG berserta Lampirannya;

110. 1 (satu) buah ASLI Laporan Pekerjaan Minguan Konsultan Pengawas Pekerjaan
Tempat Permainan Anak-anak oleh CV. BEUNA ENGINEERING;

111. 7 (tujuh) lembar ASLI PHOTO Pelaksanaan Pekerjaan 0 §/d 96% Tempat Permainan
Anak-anak (Otsus) 2009;

112. 1 (satu) lembar ASLI Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 700/551/2009
tanggal 30 Oktober 2009 dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Kab. Aceh Besar kepada Pimpinan CV. SUNGAI WANG;

113. 1 (satu) Lembar Adli Surat CV. BEUNA ENGINERING Konsultan Pengawas Nomor
: 02/TEC/BEK-AB/IX/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang teguran | kepada CV.
SUNGAI WANG yang dilampiri Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;

114. 1 (satu) Lembar Adi Surat Chif Inspektor CV. BEUNA ENGINERING
CONSULTAN Pengawas Nomor : 03/TEC/BEK-AB/1X/2009 tanggal 16 Nopember
2009 tentang Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada CV. SUNGAI WANG;

115. 1 (satu) Lembar Adi Surat Chif Inspektor CV. BEUNA ENGINERING
CONSULTAN Pengawas Nomor : 04/TEC/BEK-AB/X1/2009 tanggal 21 Nopember
2009 tentang Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada CV. SUNGAI WANG;

116. 1 (satu) Lembar Adli Surat CV. SUNGAI WANG Nomor : 42/SW-BA/IX/2009
tanggal 28 september 2009 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka;

117. 1 (satu) Lembar Adi Surat CV. SUNGAI WANG Nomor : 06/SW/NAD-BA-
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05/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Permohonan Pembayaran Termin 96%
tanggal 12 Desember 2009;

118. 1 (satu) Lembar Adli Surat CV. SUNGAI WANG Nomor : 03/SW/NAD-BA-
05/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang permohonan CCO/Adendum;

119. 1 (satu) Exsamplar Foto Copy laporan Bulanan Ke | S/d IV CV. BEUNA
ENGINERING Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

120. 1 (satu) Bundel Adli Dokumen Pelelangan Nomor Paket : 6 Pekerjaan Tempat
Bermain Anak-anak (Otsus);

121. 1 (satu) Exsamplar Asli Gambar Rencana Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak CV.
TRIKARYA PRATAMA CONSULTAN;

122. 1 (satu) Bundel ASLI Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Perencana Nomor :
005/SK P/PA-PPSPP/OTSUS/VI/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pekerjaan Tempat
Permainan Anak-Anak nilai Kontrak sebesar Rp. 38.420.000,- Pelaksana CV.
TRIKARYA PRATAMA CONSULTAN;

123. 1 (satu) Bundel ASLI Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pengawasan Nomor :
010/SKP/PA-PPSPP/OTSUS/VII1/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Pekerjaan Tempat
Permainan Anak-Anak nilai Kontrak sebesar Rp. 23.460.000,- Pelaksana CV.
BEUNA ENGINERING,;

124. 1 (satu) Exsamplar Asli AS-BULD DRAWING Pekerjaan Tempat Bermain Anak-
anak;

125. 1 (satu) Exsamplar Foto Copy yang di legalisir Ringkasan Proses dan Hasil
Pelelangan Nomor Paket : 6 Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

126. 2 (dua) Lembar Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh (Dana Otsus) Tahun 20009;

127. 2 (dua) Lembar Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh (Dana Otsus) Tahun 2010;

128. 2 (dua) lembar adli Prin Out Rekening Bank BPD Syarish Aceh No. Rek.
010.01.05.641179-7 ats nama CV. SUNGAI WANG Periode 01 Agustus g/d 31
Desember 2009 ;

129. Uang tunai sebesar Rp. 44.300.000,- ( empat puluh empat jutatiga ratus ribu rupiah )
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dengan mengabaikan dominal pecahan dan nomor serinya ;

130. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir SP2D Nomor : 0026356/L S/BL/2009
tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran Uang Termin sebesar 78 % Pekerjaan
Pengawasan Plaza (Otsus) ;

131. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP Langsung Barang da Jasa Nomor :
018/SPP/BL/2009 ;

132. 1 (satu) lembar Adi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor
016/SPM/BL/Otsus/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Pembayaran termin 96 %
untuk Pekerjaan Pengawasan Anak-anak ;

133. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 018/SPP/BL/2009
tanggal 8 Desember 2009 ;

134. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor
: 018/SPP/BL/2009 tentang Ringkasan Kegiatan tanggal 8 Desember 2009 ;

135. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor
. 018/SPP/BL/2009 tentang Rincian (rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2009
tanggal 8 Desember 2009 ;

136. 1 (satu) lembar Adli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
018/SPP/BL/2009 ;

137. 1 (satu) lembar foto copy leges Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.26.04 tanggal 8
Desember 2009 tentang Pembayaran termin sebesar 78 % Pekerjaan Pengawasan
Plaza;

138. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 011/SPK/PA-
PPSPP/Otsus/V111/2009 tanggal 26 Agustus 2009 ;

139. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :  /BAP/2009 tanggal
8 Desember 2009 ;

140. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor :  /TT/2009
tanggal 4 Desember 2009 ;

141. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor @ /2009 tanggal 3
Desember 2009 ;

142. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir SP2D Nomor : 0026363/LS/BL/2009
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tanggal 23 Desember 2009 untuk Pembayaran Uang termin 98 % Pekerjaan
Pengawasan Tempat Bermain Anak-anak (Otsus) ;

143. 1 (satu) lembar Adli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
JasaNomor : 016/SPP/BL/2009 ;

144. 1 (satu) lembar Asdi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor
018/SPM/BL/Otsus/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Pembayaran termin 78 %
untuk Pekerjaan Pengawasan Plaza;

145. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 016/SPP/BL/2009
tanggal 8 Desember 2009 ;

146. 1 (satu) lembar Adli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor
: 016/SPP/BL/2009 tentang Ringkasan K egiatan tanggal 8 Desember 2009 ;

147. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor
: 016/SPP/BL/2009 tentang Rincian (rencana) penggunaan Tahun Anggaran 2009
tanggal 8 Desember 2009 ;

148. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
016/SPP/BL/2009 ;

149. 1 (satu) lembar foto copy leges Kwitanss Nomor Rekening : 5.2.3.26.04 tanggal 8
Desember 2009 tentang Pembayaran termin sebesar 96 % Pekerjaan Pengawasan
Tempat Bermain Anak-anak ;

150. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :  /BAP/2009 tanggal 8
Desember 2009 ;

151. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 010/SPK/PA-
PPSPP/Otsus/V111/2009 tanggal 26 Agustus 2009 ;

152. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor :  /TT/2009
tanggal 4 Desember 2009 ;

153. 1 (satu) lembar Adli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : /2009 tanggal 3
Desember 2009 ;

154. 2 (dua) lembar Adli Rekening Koran Periode 1 Desember 2009 s/d 31 Januari 2010
pada Bank BPD Aceh Syariah Nomor : 610.01.06.001644-8 atas nama CV. Beuna
Enginering Consultant ;

Dipergunakan,............
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Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Drs. Abdullah Bin Husein;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa
telah mengajukan permintaan banding di hadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri
Banda Aceh pada tanggal 16 September 2013, dengan akta permintaan banding
No.20/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan
secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 03 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan
untuk mempelgjari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri
Banda Aceh tanggal 02 Oktober 2013 No.W1.U1/4950/HK .01/X/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah digjukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara, sertatelah memenuhi ketentuan dalam Undang-
undang, sehingga secaraformal permintaan banding tersebut dapat diterima;;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca Putusan Pengadilan Negeri
Tipikor Banda Aceh tanggal 09 September 2013 No. 20/Pid.Sus'TPK/2013/PN-BNA yang
dimintakan banding tersebut dan juga telah mempelajari berkas perkara, Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan
terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana“ turut serta melakukan korupsi”,
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair telah tepat dan benar, oleh
karenanya alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih
Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam
mengadili dan memutus perkaraini padatingkat banding dengan aasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelgjari keterangan saksi Drs. H. Rudli M.Ali, MM
sebagal Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar yang
juga sebagai KPA, yang menerangkan nilai kontrak untuk konsultan pengawas proyek tempat
bermain anak-anak sebesar Rp. 23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu
rupiah) (Vide Berita Acara persidangan halaman 77) dihubungkan dengan keterangan saksi
Drs. Abdullah Bin Husein sedaku Kabit Pariwisasta Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kebudayaan Aceh Besar dan juga PPTK kegiatan Dana Otsus pada dinas

Kebudayaan,..........
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Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar yang menerangkan,
yang dibayarkan kepada terdakwa selaku pengawas Proyek tempat bermain anak-anak lebih
kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan memperhatikan keterangan terdakwa
yang menerangkan bahwa, yang terdakwa terima dalam hal pengawasan proyek plaza sebesar
Rp. 6.000.000,- ( enam jutarupiah ) dari nilai kontrak Rp. 8.980.000,- ( delapan juta sembilan
ratus delapan puluh ribu rupiah ), dan menerima dalam ha pengawasan proyek tempat
bermain anak-anak sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) maka Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa dari nilai kerugian Negara sebesar Rp. 230.951.188.51,- ( dua ratus
tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah lima
puluh satu sen ), tidak ada yang menguntungkan diri terdakwa, kesalahan terdakwa hanyalah
menguntungkan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi
sependapat dengan hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan denda Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak
di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan tidak menjatuhkan
pidana (hukuman) pembayaran uang pengganti kepada terdakwa atas kesal ahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan
Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 9 September 2013 No. 20/Pid.Sus/TPK/2013
PN-BNA yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan dengan
memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP, maka kepada
terdakwa cukup alasan untuk diperintahkan supaya ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya dibebani
membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sebagaimana tertera dalam amar
putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberansan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana
Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Kitab
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Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;

MENGADILI

. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal
9 September 2013 No : 20 / Pid.Sus /TPK/ 2013/PN-BNA, yang dimintakan banding
tersebut ;

o Memerintahkan terdakwa ditahan ;

. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan
yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Magjelis Hakim Pengadilan
Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 oleh kami :
HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
sebagal Ketua Majelis, ASRA, S H.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda
Aceh dan Drs. H. RUSDY, SH Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
tanggal 7 November 2013, No. 37/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, putusan mana diucapkan
pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 oleh
Ketua Mgeis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi /
Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Hakim K etua,
dt.o dt.o
1. ASRA, SH.MH HIDAYAT HASYIM, SH
dt.o

2. Drs.H. RUSDY, SH
Paniter a Pengganti
d.t.o
NUR AFIFAH, SH
Untuk salinan yang sama bunyinyaoleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.
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Bi. Perj Biaya Transportasi Lokal, Akomodasi dan Biaya Pengurusan
Nilai Total
Dinas Biaya Biaya untuk Pengikut dari Pejabat Pemerintah
Biaya SPPD
Direktur transportasi Pengikut Jabatan Biaya
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lokal, Perjalanan
akomodasi Dinas
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
Kepala
' 12/01/2010 12,100,000 14,300,000 Kusmayadi BAPPEDA 9,300,000 45,000,000
Kepaa
Ibnu Abbas Dishutbun 9,300,000
Kepala
2 31/03/2010 12,100,000 18,600,000 Ibnu Abbas Dishutbun 9,300,000 40,000,000
Kepala
’ 05/04/2010 10,250,000 16,600,000 Ibnu Abbas Dishutbun 8,150,000 35,000,000
Kepaa
y 29/07/2010 9,150,000 11,750,000 Edi Juanda DPPKKD 4,950,000 35,000,000
Ariaudin Ketua DPRK 9,150,000
5 05/08/2010 5,350,000 9,300,000 Ariaudin Ketua DPRK 5,350,000 20,000,000
Kepaa
® 08/11/2010 13,950,000 18,650,000 Edi Juanda DPPKKD 10,450,000 57,000,000
Ariaudin Ketua DPRK 13,950,000
Kepala
! 24/11/2010 13,250,000 23,250,000 Edi Juanda DPPKKD 8,750,000 54,000,000
Kepala
Ibnu Abbas Dishutbun 8,750,000
Kepala
8 20/12/2010 40,350,000 48,600,000 Edi Juanda DPPKKD 12,750,000 111,650,000
Bag.
Yusfadli Pembangunan 9,950,000
Kepala
° 03/01/2011 9,450,000 2,300,000 Edi Juanda DPPKKD 5,250,000 17,000,000
Kepala
10 19/01/2011 13,250,000 32,000,000 Edi Juanda DPPKKD 8,750,000 54,000,000
Kepala
. 19/01/2011 14,450,000 32,600,000 Edi Juanda DPPKKD 10,950,000 58,000,000
Kepala
R 25/02/2011 14,450,000 29,650,000 Edi Juanda DPPKKD 10,950,000 66,000,000
Kepala
Ibnu Abbas Dishutbun 10,950,000
Kepaa
1 12/04/2011 16,300,000 28,000,000 Edi Juanda DPPKKD 12,100,000 68,500,000
Kepala
Ibnu Abbas Dishutbun 12,100,000
Kepala
" 02/05/2011 37,700,000 12,600,000 Edi Juanda DPPKKD 12,100,000 74,500,000
Kepala
Ibnu Abbas Dishutbun 12,100,000
Kepaa
1 20/07/2011 9,850,000 12,300,000 Edi Juanda DPPKKD 9,850,000 32,000,000
Jumlah 231,950,000 310,500,000 225,200,000 767,650,000

- Selanjutnya tiap-tiap dana perjalanan dinas tersebut (jumlah seluruhnya Rp.767.650.000,-)
dicairkan dan diserahkan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara
PDKS kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan
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Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), sesuai dengan tanggal pada bukti pengeluaran kas di
atas, baik dengan cara langsung maupun dengan cara di transfer ke rekening terdakwa ALI
UHART, S.P. Bin TAHIRUDIN.

- Bahwa saks Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS tidak pernah
memberikan uang perjalanan dinas kepada saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten
Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Simeulue), saks Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusfadli (staf setdakab Simeulue), dan
saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) yang mana masing-masing dicantumkan
namanya sebagai Pengikut dan/atau Pendamping Direktur dalam melakukan perjalanan
dinasnya antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 (sebanyak 15
kali perjalanan dinas) dengan total Rp. 225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua
ratus ribu rupiah). Hal tersebut juga sesuai dengan bukti pengeluaran kas/Bank yang
mencantumkan nama terdaskwa ALl UHAR T, SP. Bin TAHIRUDIN selaku yang
menyetujui dan sebagai penerima biaya perjalanan dinas, namun tidak mencantumkan
nama dan tanda tangan pengikut sebagai penerima biaya perjaanan dinas.

- Bahwa saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi 1bnu Abbas (Kepala
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepaa Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi
Yusfadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-
masing pernah melakukan perjalanan dinas pada hari yang sama dengan terdakwa ALI

UHART, S.P. Bin TAHIRUDIN, namun saksi Kusmayadi ( KepalaBapeda Kabupaten

Simeulue,.........

Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Simeulue), saks Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusfadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi
Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing menggunakan anggaran satuan kerja
(satker) nya sendiri, dan tidak pernah menggunakan anggaran Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) dalam melakukan perjalanan dinasnya dan tidak pernah
menrima uang/SPPD dari Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan kata
lain bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan
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Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah memerintahkan sakss Muhardi Adnil selaku
Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk membuat rincian surat perjalanan dinas
pendamping/pengikut fiktif, guna mendapat keuntungan pribadi. Hal tersebut sudah tidak
sesuai dengan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS)
sesuai pasal 5 Qanun nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue, yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan
perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk
memberi kesempatan berusaha dan |apangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan
Adli Daerah (PAD).

- Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tidak mempunyai perhitungan tarif biaya
perjadlanan dinas, dan dalam dokumen rincian biaya perjalanan dinas dinyatakan bahwa
pembayaran biaya Perjalanan dinas mengacu kepada perhitungan biaya perjalanan dinas
yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Simeulue Nomor : 426 tahun 2009 tanggal 12
Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue
Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa uang
harian terdiri dari uang saku/transport lokal dan uang makan serta adanya uang representasi
untuk pejabat dengan tingkat perjalanan dinas golongan B dan C.

- Bahwa dalam rincian biaya perjalanan dinas tersebut di atas dinyatakan juga bahwa biaya
perjdanan dinas Direktur (tabel 4, kolom 3) terdiri dari uang saku, uang makan,
penginapan, tranfortasi udara, dan tranfortasi bandara/airport tax. Hal tersebut dapat dilihat
dari 15 (lima belas) bukti rincian biaya perjalanan dinas yang disetujui oleh terdakwa ALI
UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
(PDKS);

- Sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009
dinyatakan bahwa biaya perjdanan dinas terdiri dari Lunsum (uang harian dan
penginapan), transportasi, angkutan bandara dan uang representasi sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah). Dalam peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya
transportasi |okal, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya.

- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS belum dan/atau
tidak memasukkan uang representasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
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per hari dalam membuat rincian perjalanan dinas tersebut, namun malah memasukkan biaya
transportas local, skomodasi dan biaya pengurusan.

- Bahwa kekurangan biaya representasi yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan Peraturan
Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 kepada terdakwa ALI
UHART, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
(PDKYS) adalah lamanya 15 (lima belas) perjalanan dinas yakni 71 (tujuh puluh satu) hari
sesuai dengan tabel 3 di atas dikalikan dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu)
menjadi Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS dalam membuat
rincian biaya perjalanan dinas ada berpatokan/mengacu kepada Peraturan Bupati Simeulue
Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa saksi Muhardi Adnil juga mengetahui bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut tidak
diatur tentang biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya, namun
saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/ Bendahara PDKS tetap memasukkan
rincian biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya yang jumlahnya
sekitar Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta limaratus ribu rupiah) (tabel 4, kolom 4)
atas perintah/suruhan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober
2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun
Anggaran 2010, seharusnya nilai perjalanan dinas yang tidak menjadi beban PDKS /Negara
dan/atau yang menjadi kerugian negara yaitu biaya perjalanan dinas pengikut (pejabat yang
doubel) sebesar Rp.225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima jutaduaratus ribu rupiah)

Ditambah,..........

ditambah dengan selisih kerugian/kel ebihan biaya representasi sebesar Rp. 299.850.000,-
(dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga
total sebesar Rp. 525.050.000,- (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah),
dengan rincian sebagai berikut (tabel 5):

N Nilai Kerugian negara Sehar usny
o
Nilai ayang
Bukti Jih Total
No | kuitans Nilai perjalanan dinas dibayar
Kasdan | hari Kelebihan dana representasi Kerugian )
) (Rp) pejabat yg double sesuai
tgl bukti Negara (Rp)
Perbup
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No 426
tahun
2009 (Rp)
Selisih
Biaya Biaya
kerugian/
akomod represent
biaya kelebihan
Pengikut as yg as yg
(Rp) biaya
dibayar | diperkena
repsesenta
(Rp) nkan (Rp) i
si (Rp)
1 2 3 4 5! 6 7 8 9=7-8 10=6+9 11=4-10
10020
1 |tanggal 4 45,000,000 Kusmayadi | 9,300,000 |14,300,000 600,000 | 13,700,000
19/1/2010
Ibnu
9,300,000
Abbas
18,600,000 | 14,300,000 600,000 | 13,700,000 32,300,000 | 12,700,000
40011
tanggal Ibnu
2 4 40,000,000 9,300,000 | 18,600,000 600,000 | 18,000,000 27,300,000 | 12,700,000
13/04/201 Abbas
0
40014
tanggal Ibnu
3 3 35,000,000 8,150,000 |16,600,000 450,000 | 16,150,000 24,300,000 | 10,700,000
14/04/201 Abbas
0
80006
tanggal Edi
4 4 35,000,000 4,950,000 11,750,000 600,000 | 11,150,000 25,250,000
05/08/201 Juanda
0
Ariaudin | 9,150,000
14,100,000 | 11,750,000 600,000 | 11,150,000 25,250,000 9,750,000
80019
tanggal
5 2 20,000,000 Ariaudin 5,350,000 | 9,300,000 300,000 9,000,000 14,350,000 5,650,000
12/08/201
0
110030
tanggal Edi
6 5 57,000,000 10,450,000 | 18,650,000 750,000 | 17,900,000 42,300,000
10/11/201 Juanda
0
Ariaudin | 13,950,000
24,400,000 | 18,650,000 750,000 | 17,900,000 42,300,000 | 14,700,000
110083
tanggal Edi
7 6 54,000,000 8,750,000 |23,250,000 900,000 | 22,350,000 39,850,000
26/11/201 Juanda
0
Ibnu
8,750,000
Abbas
17,500,000 | 23,250,000 900,000 | 22,350,000 39,850,000 | 14,150,000
120045
tanggal Edi
8 7 111,650,000 12,750,000 | 48,600,000| 1,050,000 | 47,550,000 70,250,000
20/12/201 Juanda
0
Y usfadli 9,950,000
22,700,000 |48,600,000| 1,050,000 | 47,550,000 70,250,000 | 41,400,000
10002
tanggal Edi
9 4 17,000,000 5,250,000 | 2,300,000 600,000 1,700,000 6,950,000 | 10,050,000
03/01/201 Juanda
1
10055 Edi
10 6 54,000,000 8,750,000 |32,000,000 900,000 | 31,100,000 39,850,000 | 14,150,000
tanggal Juanda
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20/01/201
1
10078
tanggal Edi
11 5 58,000,000 10,950,000 | 32,600,000 750,000 | 31,850,000 42,800,000 | 15,200,000
25/01/201 Juanda
1
20068
tanggal Edi
12 5 66,000,000 10,950,000 | 29,650,000 750,000 | 28,900,000 50,800,000
25/02/201 Juanda
1
Ibnu
10,950,000
Abbas
21,900,000 | 29,650,000 750,000 | 28,900,000 50,800,000 | 15,200,000
40027
tanggal Edi
13 6 68,500,000 12,100,000 | 28,000,000 900,000 | 27,100,000 51,300,000
12/04/201 Juanda
1
Ibnu
12,100,000
Abbas
24,200,000 | 28,000,000 900,000 | 27,100,000 51,300,000 | 17,200,000
50014
tanggal Edi
14 6 74,500,000 12,100,000 | 12,600,000 900,000 | 11,700,000 35,900,000
09/05/201 Juanda
1
Ibnu
12,100,000
Abbas
24,200,000 | 12,600,000 900,000 | 11,700,000 35,900,000 | 38,600,000
70036
tanggal Edi 12,300,0
15 4 32,000,000 9,850,000 600,000 | 11,700,000 21,550,000 | 10,450,000
29/07/201 Juanda 00
1
310,500, 299,850,00 242,600,00
Jlh 71 767,650,000 225,200,000 10,650,000 525,050,000
000 0 0

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, SP. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang telah
memerintahkan pembayaran uang SPPD pendamping/pengikut tersebut kepada dirinya
sendiri adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;

- Pasad 11 ayat (1) : Direksi Perusshaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya
berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas
dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte
Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamath Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang
berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH
Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue);

- Pasal 21 ayat (2) : Bupati Simeulue menetapkan pokok penggajian dan penghasilan bagi
direksi dan pegawal perusshaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang
berlaku. (pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;

- Secharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang mempunyai kewajiban
untuk bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan
tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran
dasar perusahaan daerah kabupaten, dan yang berhak menerima ggji/penghasilan dan
fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang di tetapkan Bupati
(berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari
2009), hanya bisa memerintahkan untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tersebut (15
SPPD di atas) dan/atau hanya berhak menerima dana/uang SPPD tersebut sesuai dengan
Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang
Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.

- Akibat perbuatan terdakwa ALI UHAR T, SP. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut, telah mengakibatkan
pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDK S yang seharusnya tidak menjadi beban PDKS
sgiumlah Rp. 525.050.000,- (limaratus dua puluh limajuta lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tangga 7 Januari 2011 bertempat di Kantor Perusshaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung

Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR
T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS)
Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawa atas nama pribadinya kepada
Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri
terdakwa sendiri sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan cara awanya
terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada
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Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri
terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku
Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mendisposisikan permohonan
tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan
menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKYS)
tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gaji terdakwa ALI UHAR T, S.P.
Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKYS) setiap
bulannya.

- Kemudian atas perintah terdakwa ALI UHART, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten
Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan
pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dan langsung
menyerahkannya kepada terdakwa ALl UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung
Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti
pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0006 tanggal 7 januari 2011 yang telah
dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil sdaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKYS).

- Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2011 bertempat di Kantor Perusshaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung
Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR
T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS)

Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai lagi atas nama pribadinya kepada

Direktur,.........

Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri
terdakwa sendiri sgfumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cara awanya
terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada
Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri
terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku

Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mendisposisikan permohonan
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tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan
menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKYS)
tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gagji terdakwa ALI UHAR T, S.P.
Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKYS) setiap
bulannya.

- Kemudian atas perintah terdekwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten
Keuangan / Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan
pencairan dana sggumliah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan langsung
menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung
Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti
pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0028 tanggal 14 Februari 2011 yang telah
dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKYS).

- Bahwa total pinjaman terdakwa ALl UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue pada tahun 2011
adalah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut, (tabel

6) :
Tahun Bukti kas Tanggal Uraian Nila
2011 0006 - Bukti pengeluaran kas | Pinjaman Direktur PDKS Rp.40.000.000,-
pinjaman Direktur | Kab. Simeulue
tanggal 09 Januari 2011
- Bukti pengeluaran kas
0028 pinjaman Direktur | Pinjaman Direktur PDKS Rp.50.000.000,-
tanggdl 14 Februari | Kab. Simeulue
2011
JUMLAH Rp.90.000.000,-

- Bahwa pinjaman tersebut dicairkan dan/atau direalisasikan atas dasar kebijakan terdakwa
ALl UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue (PDKYS) sendiri tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya dan pinjaman tersebut
tidak dibenarkan karena tidak ada dana yang dianggarkan untuk pinjaman pegawa dalam
anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran
2011.
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- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang sudah mengetahui bahwa tidak ada dana yang
dianggarkan untuk pinjaman pegawa dalam anggaran operasiona Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011 tersebut, tidak memerintahkan saksi
Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusshaan Daerah Kabupaten
Simeulue (PDKS) untuk merealisasikan dan/atau mencairkan pinjaman tersebut, dan
seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menyetujui dan tidak menerima uang pinjaman
tersebut.

- Bahwa daam dlip gaji management dan Direks selama tahuan 2011 tidak terdapat
potongan untuk pembayaran pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, SP. Bin
TAHIRUDIN, dan berdasarkan laporan harian keuangan tahun 2011 dinyatakan bahwa
tidak terdapat penerimaan kas dari pengembalian atas pinjaman atas nama terdakwa ALI
UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, serta hingga berakhir penyidikan atas perkara ini,
terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tidak pernah mengembalikan pinjaman
tersebut ke kas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).

- Bahwaterdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDK'S) telah menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membiayai
sekolah anaknya. Dan keperluan pribadinya.

- Bahwaterdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya suatu
perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah melanggar
atau telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue

Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

- Pasa 11 ayat (1) : Direks Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya
berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas
dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte

Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan
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Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun
2002) ;

- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gagji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang
berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH
Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002);

- Bahwa perbuatan terdakwa ALl UHAR T, SP. Bin TAHIRUDIN seaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah mengakibatkan pengeluaran
Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah
sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh jutarupiah).

- Selanjutnya terdakwa ALl UHART, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sgjak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal
16 Juni 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang
terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten
Simeulue, yang mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor
003 tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan
dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah memerintahkan
pembayaran dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saksi
Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office
Manager (manejer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Mangjer Kebun) dan kepada terdakwa
ALl UHAR T, SP. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan cara terdakwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin
TAHIRUDIN berdasarkan kewenangannya selaku Direktur PDKS memerintahkan saksi

Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS atasinisiatif terdakwa sendiri

dan tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya baik di dalam Qanun Kabupaten Simeulue

Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue maupun
di dalam Anggaran Pendapatan Belanja PDKS, untuk membuat administrasi pencairan dana
Tunjangan Operasiona lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd
selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manegjer Kantor),
Sdr. Ir. Syamsuddin (Mangjer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin
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TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS)
dengan rincian sebagai berikut (tabel 7) :

HONORARIUM/
NO NAMA JABATAN KET
UPAH PER BULAN

1. Azharuddin Agur, S.Pd Sekretaris Badan Pengawas Rp. 1.500.000,-
2. Ali Uhar T, S.P. Bin Tahirudin Direktur Rp. 2.500.000,-
3. Zulfikar, SE, Ak Office Manager Rp. 1.500.000,-
4, Ir. Syamsuddin Manager Kebun Rp. 1.500.000,-

- Kemudian saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS membuat
administrasi pencairan dana, dan setelah disetujui dan/atau ditandatangani oleh terdakwa
ALI UHAR T, SP. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue (PDK'S) maka dana tersebut diberikan kepada nama-nama seperti yang diuraikan
dalam tabel berikut (tabel 8) :

Bukti Pengeluaran Kas Dibayar kepada Jumlah

No. No. Bukti Tdl Nama Jabatan (Rp)

1 030063 18/03/2010 | Azharuddin Agur, SPd | Sekretaris Badan Pengawas 1,500,000
2 040070 21/04/2010 | Azharuddin Agur, SPd | Sekretaris Badan Pengawas 1,500,000
3 02/09/2010 | Azharuddin Agur, S.Pd | Sekretaris Badan Pengawas 1,500,000
4 ....J10/2010 | Azharuddin Agur, S.Pd | Sekretaris Badan Pengawas 1,500,000
5 ..../10/2010 | Azharuddin Agur, SPd | Sekretaris Badan Pengawas 1,500,000
6 ..../11/2010 | Azharuddin Agur, S.Pd | Sekretaris Badan Pengawas 1,500,000
7 010029 16/02/2010 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
8 020035 12/03/2010 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
9 030072 21/04/2010 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
10 050063 20/05/2010 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
11 060087 23/06/2010 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
12 070076 22/07/2010 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
13 080036 31/08/2010 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
14 090041 08/09/2010 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
15 100065 29/10/2010 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
16 110048 16/11/2010 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
17 120053 23/12/2010 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
18 010088 31/01/2011 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
19 020079 28/02/2011 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
20 030095 30/03/2011 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
21 040096 29/04/2011 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
22 050079 30/05/2011 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
23 060055 30/06/2011 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
24 070035 29/07/2011 Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
25 010049 22/01/2010 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
26 020024 16/02/2010 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
27 030024 12/03/2010 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
28 040055 19/04/2010 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
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29 050022 17/05/2010 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
30 060048 16/06/2010 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
31 070019 12/07/2010 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
32 090011 03/09/2010 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
33 090042 08/09/2010 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
34 100064 29/10/2010 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
35 110037 16/11/2010 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
36 120038 20/12/2010 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
37 010045 17/01/2011 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
38 020042 17/02/2011 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
39 030055 21/03/2011 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
40 040076 29/04/2011 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
41 050085 31/05/2011 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
42 080003 15/08/2011 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
43 080003 15/08/2011 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
44 080003 15/08/2011 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
45 090016 12/09/2011 Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
46 010041 17/02/2010 Ir. Syamsuddin Manager Kebun 1,500,000
47 020040 15/03/2010 Ir. Syamsuddin Manager Kebun 1,500,000
48 040053 19/04/2010 Ir. Syamsuddin Manager Kebun 1,500,000
49 050058 19/05/2010 Ir. Syamsuddin Manager Kebun 1,500,000
50 060062 16/06/2010 Ir. Syamsuddin Manager Kebun 1,500,000

JUMLAH 93,000,000

- Bahwa berdasarkan 50 (lima puluh) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo
PDKS dari tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan 12 September 2011, dinyatakan adanya
pembayaran Tunjangan Operasional lapangan sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh
tigajutarupiah) dengan menggunakan dana operasional PDKS.

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut telah bertentangan dengan

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue :

- pasal 20 ayat (1) yakni Direksi menerima ggji, fasilitas lainnya menurut ketentuan yang
berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Akte
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Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue);

- pasa 21 ayat (2) yakni Bupati Simeulue menetapkan ketentuan pokok penggajian dan
penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada
ketentuan yang berlaku (sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH
Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue).

- Bahwa perbuatan terdakwa ALl UHAR T, SP. Bin TAHIRUDIN sedaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKYS) mengakibatkan pengeluaran
Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah
sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah).

- Selanjutnya berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, maka pada tanggal 10 Desember 2010,
saksi Darmili selaku Bupati Simeulue pada saat itu telah mengeluarkan Surat Keputusan
Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2009 tentang
penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa’honorarium badan
pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014 yang berlaku semenjak tangga
ditetapkan, dengan lampiran sebagai berikut (tabel 9) :

HONORARIUM/UPAH
NO NAMA JABATAN PER BULAN KET
1. | H.TR. HASBI MAHMUD Ketua Badan Pengawas Rp. 6.000.000,-
2. | SYAMSUIR DJAM Anggota Rp. 3.000.000,-
3. | H.RABUDIN.HS Anggota Rp. 3.000.000,-

- Kémudian pada tanggal 1 Februari 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin
Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, SP. Bin
TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang

mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009

tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan
mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah mengeluarkan Surat Penetapan
Tunjangan Nomor 003/11/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penetapan Pemberian
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Tunjangan Operasional lapangan Kepada Badan Pengawas, untuk setiap bulannya dengan
rincian sebagai berikut (tabel 10) :

No. Nama Jabatan Tunjangan (Rp)
1 H. TR. Hasbi Mahmud Ketua 1,000,000.-
2 Syamsuir Djam Anggota 750,000.-
3 H. Rabudin. HS Anggota 750,000.-

- Bahwaterdskwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) mengeluarkan Surat Penetapan tersebut atas kebijakan dan
inisiatif sendiri serta tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya. Padahal terdakwa ALI
UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
(PDKS) telah jelas mengetahui bahwa untuk menetapkan pemberian Tunjangan
Operasional kepada badan pengawas tersebut telah diatur dalam Qanun Kabupaten
Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang
jasalhonorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan
dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan
Daerah”, dan Bupati Simeulue juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati
Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tangga 10 Desember 2009 tentang
penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan
pengawas PDKS periode 2010 sampa dengan 2014, namun terdakwa ALI UHAR T, S.P.
Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKYS) tidak
menghiraukan peraturan dimaksud dan tetap memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku
Asisten Keuangan/Bendahara PDK'S untuk mencairkan dana tersebut dan membagikannya
kepada nama yang tertera dalam Surat Penetapan Direktur PDK'S Nomor 003/11/SPT/2011
tanggal 1 Februari 2011 tersebut sgjak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober
2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDK'S) yang beralamat
di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten

Simeulue.

- Berdasarkan 8 (delapan) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dan
tanggal antara 4 Maret 2011 sampa dengan 31 Oktober 2011, dinyatakan adanya
pembayaran biaya Tunjangan Operasional lapangan Badan Pengawas dengan menggunakan
dana operasional PDKS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uraian
sebagal berikut (tabel 11) :
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Bukti Pengeluaran Kas Dibayar kepada Jumlah
No No. Bukti Tdl Nama Jabatan (Rp)
1 030007 04/03/2011 H. TR. Hasbi Mahmud Ketua 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
2 040007 04/04/2011 H. TR. Hasbi Mahmud Ketua 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
3 050032 16/05/2011 H. TR. Hasbi Mahmud Ketua 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
4 060026 13/06/2011 H. TR. Hasbi Mahmud Ketua 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
5 070011 11/07/2011 H. TR. Hasbi Mahmud Ketua 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
6 080018 18/08/2011 H. TR. Hasbi Mahmud Ketua 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
7 090050 29/09/2011 H. TR. Hasbi Mahmud Ketua 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
8 100038 31/10/2011 H. TR. Hasbi Mahmud Ketua 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
Jumlah 20,000,000

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sdlaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah bertentangan dengan Qanun
Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang
jasalhonorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan

dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan

Daerah” (sesuai dengan pasal 26 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November
2002 tentang Pendirian Perusahaan Dagerah Kabupaten Simeulue), sehingga mengakibatkan
pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan
negara/daerah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga total jumlah
tunjangan dana operasiona lapangan yang dikeluarkan dari kas PDKS adaah
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Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah Rp.20.000.000,- (dua puluh
jutarupiah) sehingga berjumlah Rp.113.000.000,- (seratus tiga bel as juta rupiah).

- Bahwaterdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan
dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, telah melakukan perbuatan
dan/atau kegiatan dalam pencairan dana operasiona Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue tahun anggaran 2010 dan tahun 2011, yang tidak sesuai dengan Qanun
Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue dan tidak sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal
1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana
yang telah disebutkan di atas, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa
keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatutan.

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang memerintahkan untuk memberikan
pinjaman pegawai dan/atau menyetujui pinjaman pegawai dengan menggunakan dana
operasional PDKSS tahun 2011 dan/atau menerima uang pinjaman tersebut dan digunakan
untuk kepentingan pribadinya, adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue
Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak
sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, sehingga melanggar ketentuan pasal 3
ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, yang
menyatakan : setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas

beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia
atau tidak cukup tersedia.

- Perbuatan terdakwa ALl UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sudah tidak menghiraukan lagi tujuan dibentuknya
Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana tertera dalam Qanun
nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 5
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yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah,
memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan
berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tersebut telah
memperkaya dirinya sendiri selaku Direktur Perusshaan Daerah Kabupaten Simeulue
(PDKS) atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sgjumlah Rp.
728.050.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya
senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut (tabel 12) :

No Uraian Jumlah
1. Biaya Perjalanan Dinas Direktur PDKS
- Besaran biayayang dikeluarkan dari kas PDKS 767.650.000,00
- Besaran biayayang sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue
Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 (242.600.000,00)
Sub Jumlah 1 525.050.000,00
2. Pinjaman Pegawai
- Besaran pinjaman yang dikeluarkan dari Kas PDKS 90.000.000,00
- Besaran Pinjaman yang diperkenankan (0,00)
Sub Jumlah 2 90.000.000,00
3. Pemberian Tunjangan Operasiona Lapangan
- Besaran tunjangan yang dikeluarkan dari Kas PDKS 113.000.000,00
- Besaran tunjangan yang sesuai dengan Peraturan Bupati
(0,00)
Sub Jumlah 3 113.000.000,00
Jumlah 728.050.000,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provins Aceh
Nomor : LAPKKN-0124/PW.01/5/2013 tanggal 22 Maret 2013;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)
Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan,........
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang R.I.
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana.
Subsidair.

Bahwa la terdeskwa ALl UHAR T, SP. Bin TAHIRUDIN seaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat
keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009, pada waktu
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antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 atau setidak-tidaknya
dari bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2011 atau setidak-tidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Kabupaten Simeulue Jalan Tengku Diujung Desa Air
Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidak-tidaknya di suatu
tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan
mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.. Nomor

153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, “dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa

dengan cara:

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010 Nomor
1.20.05.01.00.00.6.2 tanggal 18 Desember 2010 dalam rincian /uraian penyertaan modal
pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bahwa jumlah
besarnya anggaran operasional PDK S sebesar Rp.21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar
lima ratus juta rupiah) dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2011
Nomor : 1.20.05.01.00.00.6.2 tanggal 18 Oktober 2011 dalam rincian /uraian penyertaan
modal pemerintah daerah tidak ada menyebutkan tentang uraian penyertaan modal kepada
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), namun hanya menyebutkan untuk
Pengawasan PMK'S sebesar Rp. 459.519.000,- ( empat ratus lima puluh Sembilan jutalima

ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan untuk Pembangunan PMKS sebesar Rp.
9.600.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan penyertaan modal
untuk PDAM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), untuk itu terdakwa ALI
UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN yang ditunjuk oleh Bupati Simeulue selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009 mempunyai
tugas selaku Direktur bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan

mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang
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berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, disamping itu Direktur berhak

menerima gaji/penghasilan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan

yang di tetapkan Bupati.

- Berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN
selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue
mempunyai tugas dan kewajiban, sebagaimana juga yang dituangkan dalam Akte Notaris
Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002
sebagai berikut :

- Direks Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan
umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti
peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8);

- Direks menerima ggji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan
ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasa 15 ayat (1));

- Bupati Simeulue menetapkan pokok pengggjian dan penghasilan bagi direksi dan
pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku (pasal
16 ayat (2));

- Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan
Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah (pasal 26);

- Bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian

Perusahaan,.......

Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, bahwa pemerintah daerah menguasai paling sedikit
51% (lima puluh satu persen) saham pada perusahaan, dan sesuai dengan rekening Koran
PDKS Nomor 020.01.03.000001-5 pada bank Aceh Cabang Sinabang dan nomor
0240016535 pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sinabang serta Laporan Keuangan
PDKS tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat adanya penerimaan uang penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Simeulue antara tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan 2 Agustus
2011 sebesar Rp. 27.539.156.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh sembilan
juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 1) :

‘No.‘ Tanggal K eterangan ‘ Jumlah (Rp) ‘ Sumber data ‘

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Tahun 2010
1 21/01/2010 BSM 0240016535 222.350.000 Rekening Koran
2 21/01/2010 BSM 0240016535 511.700.000 Rekening Koran
3 16/02/2010 BSM 0240016535 1.625.200.000 Rekening Koran
4 05/03/2010 Dibayar langsung ke rekanan PDKS 710.450.000 Laporan keuangan
5 11/03/2010 BSM 0240016535 1.310.500.000 Rekening Koran
6 15/04/2010 Bank Aceh 020.01.03.000001-5 1.290.700.000 Rekening Koran
7 14/05/2010 Bank Aceh 020.01.03.000001-5 1.501.400.000 Rekening Koran
8 05/06/2010 Bank Aceh 020.01.03.000001-5 1.528.600.000 Rekening Koran
9 14/07/2010 Bank Aceh 020.01.03.000001-5 1.505.430.000 Rekening Koran
10 16/12/2010 Bank Aceh 020.01.03.000001-5 1.040.000.000 Rekening Koran
11 14/01/2011 Bank Aceh 020.01.03.000001-5 1.616.933.300 Rekening Koran
12 11/08/2010 Bank Aceh 020.01.03.000001-5 500.000.000 Rekening Koran
13 03/09/2010 Bank Aceh 020.01.03.000001-5 822.000.000 Rekening Koran
14 01/10/2010 Bank Aceh 020.01.03.000001-5 1.166.336.700 Rekening Koran
15 01/11/2010 Bank Aceh 020.01.03.000001-5 1.000.400.000 Rekening Koran
16 16/11/2010 Bank Aceh 020.01.03.000001-5 1.148.000.000 Rekening Koran
Sub jumlah A 17.500.000.000
B Tahun 2011
1 31/03/2011 Bank Aceh 020.01.03.000001-5 9.579.637.000 Rekening Koran
2 02/08/2011 Dibayar langsung ke rekanan PDKS 459.519.000 Laporan keuangan
Sub Jumlah B 10.039.156.000
Jumlah 27.539.156.000
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Dari laporan Keuangan tersebut diketahui bahwa modal PDKS seluruhnya berasal dari
Pemerintah Kabupaten Simeulue dan tidak ada pemilik modal lainnya.

Bahwa dalam dana operasional Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang

bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue tersebut terdapat dana

Perjalanan,.......

perjalanan dinas, yakni untuk tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.829.975.000,- (delapan
ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun
2011 sebesar Rp. 732.680.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh
ribu rupiah).

Bahwaterdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS), pada antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal
23 Juli 2011 ada melakukan 15 (lima belas) perjalanan dinas ke luar daerah yang

menghabiskan dana sgjumlah Rp. 767.650.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam
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ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti pengeluaran kas antara tanggal 19 Januari

2010 sampai dengan 29 Juli 2011 sebagai berikut (tabel 2) :

No. Bukti Nilai
No. Tgl Bukti Keterangan
Kas
(Rp)

1 10020 19/01/2010 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta 45,000,000
2 40011 13/04/2010 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta 40,000,000
3 40014 14/04/2010 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta 35,000,000
4 80006 05/08/2010 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan 35,000,000
5 80019 12/08/2010 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan 20,000,000
6 110030 10/11/2010 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta 57,000,000
7 110083 26/11/2010 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh 54,000,000
8 120045 20/12/2010 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta 111,650,000
9 10002 03/01/2011 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan 17,000,000
10 10055 20/01/2011 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh 54,000,000
11 10078 25/01/2011 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta 58,000,000
12 20068 25/02/2011 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta 66,000,000
13 40027 12/04/2011 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta 68,500,000
14 50014 09/05/2011 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta 74,500,000
15 70036 29/07/2011 Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh 32,000,000
Jumlah 767,650,000

- Bahwa dalam setiap perjalanan dinas tersebut di atas yakni antara tangga 12 Januari 2010
sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 dengan total perjalanan dinas sebanyak 71 hari,
terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) ada mencantumkan nama pengikut dan/atau pendamping

dalam setigp Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) nya, sebaga berikut (tabel 3) :

Lama Nama
No. No. SPPD Tanggal Tanggal Tanggal |nyaPer| Pelaksana Nama
’ . SPPD Berangkat Kembali |jalanan| Perjalanan Pengikut
(Hari) Dinas
1 094/ /PDKS/I/2010 12/01/2010 | 12/01/2010 | 15/01/2010 4 Ali Uhar Kusmayadi

Ibnu Abbas

2 094/111/PDKS/1V/2010 31/03/2010 | 31/03/2010 | 03/04/2010 4 Ali Uhar Ibnu Abbas

3 094/111/PDKS/1V/2010 05/04/2010 | 05/04/2010 | 07/04/2010 3 Ali Uhar Ibnu Abbas

4 094/111/PDKS/V11/2010 29/07/2010 | 29/07/2010 | 01/08/2010 4 Ali Uhar Edi Juanda

Ariaudin

5 094/111/PDKS/VI11/2010 | 05/08/2010 | 05/08/2010 | 06/08/2010 2 Ali Uhar Ariaudin

6 094/111/PDKS/X1/2010 04/11/2010 | 04/11/2010 | 09/11/2010 5 Ali Uhar Edi Juanda
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Ariaudin

7 094/111/PDKS/X1/2010 24/11/2010 | 24/11/2010 | 29/11/2010 6 Ali Uhar Edi Juanda

Ibnu Abbas

8 094/111/PDKS/X11/2010 13/12/2010 | 13/12/2010 | 19/12/2010 7 Ali Uhar Edi Juanda

Yusfadli

9 094/111/PDKS/X11/2010 03/02/2011 | 01/0/2011 | 01/01/2011 4 Ali Uhar Edi Juanda

10 094/111/PDK S/1/2011 14/01/2011 | 14/01/2011 | 19/01/2011 6 Ali Uhar Edi Juanda

11 094/111/PDKS/1/2011 20/01/2011 | 20/01/2011 | 24/01/2011 5 Ali Uhar Edi Juanda
5

12 | 094/111/PDKS/11/2011 19/02/2011 | 20/02/2011 | 24/02/2011 Ali Uhar Edi Juanda

Ibnu Abbas

13 | 094/111/PDKS/1V/2011 12/04/2011 | 14/04/2011 | 19/04/2011 6 Ali Uhar Edi Juanda

Ibnu Abbas

14 094/111/PDKS/V/2011 02/05/2011 | 02/05/2011 | 08/05/2011 6 Ali Uhar Edi Juanda

Ibnu Abbas

15 094/111/PDKS/V11/2011 20/07/2011 | 20/07/2011 | 23/07/2011 4 Ali Uhar Edi Juanda

Jumlah Hari Perjalanan 71

- Selanjutnya dalam setiap akan melakukan perjalanan dinas tersebut yakni antara tanggal 12
Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin
TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDK'S), bertempat
di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue dengan
tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri memerintahkan bawahannya untuk membuat
rincian biaya perjalanan dinas, yakni dengan cara seksi Muhardi Adnil selaku Asisten
Keuangan PDK S/Bendahara PDK 'S membuat rincian biaya perjalanan dinas, setelah rincian
biaya perjalanan dinas tersebut di-print (cetak dengan menggunakan printer) oleh saksi
Muhardi Adnil, maka diserahkan kepada saksi Subhan Farid, A.Md (asisten Sumber Daya
Manusia) untuk ditandatangani selaku “yang mengajukan” atas perintah terdakwa,
selanjutnya rincian perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh saksi Subhan Farid A,
M.d tersebut diserahkan kepada saksi Zulfikar, SE. Ak (Maneger Kantor /Office Manager)
untuk ditanda tangani selaku “yang memeriksa” atas perintah terdakwa, kemudian setelah
ditanda tangani maka rincian biaya perjalanan dinas tersebut diserahkan ke terdakwa ALI
UHART, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue

(PDKS) untuk ditandatangani selaku “yang menyetujui”. Adapun rincian 15 (lima belas)

perjalanan dinas (SPPD) yang telah dibuat sebagai manatersebut di atas antaratanggal 12
- Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 dapat dirincikan biayanya sebagai berikut

(tabel 4) :
Biaya Transportasi Lokal, Akomodasi dan Biaya Pengurusan
Tgl Bi. Perj Biaya Biaya untuk Pengikut dari Pejabat Pemerintah Nilai Total
No. | RincianBi. Dinas transportasi Biaya Biaya
Urut | PerjDinas Direktur lokal, Pengikut Jabatan Perjalanan SPPD
akomodasi Dinas
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 12/01/2010 | 12,100,000 14,300,000 | Kusmayadi Kepala BAPPEDA 9,300,000 | 45,000,000
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Ibnu Abbas Kepala Dishutbun 9,300,000
2 31/03/2010 12,100,000 18,600,000 | Ibnu Abbas Kepala Dishutbun 9,300,000 40,000,000
3 05/04/2010 10,250,000 16,600,000 | Ibnu Abbas Kepala Dishutbun 8,150,000 35,000,000
4 29/07/2010 9,150,000 11,750,000 | Edi Juanda Kepala DPPKKD 4,950,000 35,000,000

Ariaudin Ketua DPRK 9,150,000
5 05/08/2010 5,350,000 9,300,000 Ariaudin Ketua DPRK 5,350,000 | 20,000,000
6 08/11/2010 | 13,950,000 18,650,000 | Edi Juanda Kepala DPPKKD 10,450,000 | 57,000,000
Ariaudin Ketua DPRK 13,950,000

7 24/11/2010 | 13,250,000 23,250,000 | Edi Juanda Kepala DPPKKD 8,750,000 | 54,000,000
Ibnu Abbas Kepala Dishutbun 8,750,000
8 20/12/2010 | 40,350,000 | 48,600,000 | Edi Juanda Kepala DPPKKD 12,750,000 | 111,650,000
Y usfadli Bag. Pembangunan 9,950,000
9 03/01/2011 9,450,000 2,300,000 | Edi Juanda Kepala DPPKKD 5,250,000 | 17,000,000
10 19/01/2011 | 13,250,000 32,000,000 | Edi Juanda Kepala DPPKKD 8,750,000 | 54,000,000
11 19/01/2011 | 14,450,000 32,600,000 | Edi Juanda Kepala DPPKKD 10,950,000 | 58,000,000
12 25/02/2011 | 14,450,000 29,650,000 | Edi Juanda Kepala DPPKKD 10,950,000 | 66,000,000
Ibnu Abbas Kepala Dishutbun 10,950,000
13 12/04/2011 | 16,300,000 28,000,000 | Edi Juanda Kepala DPPKKD 12,100,000 | 68,500,000
Ibnu Abbas Kepala Dishutbun 12,100,000
14 02/05/2011 | 37,700,000 12,600,000 | Edi Juanda Kepala DPPKKD 12,100,000 | 74,500,000
Ibnu Abbas Kepala Dishutbun 12,100,000
15 20/07/2011 9,850,000 12,300,000 | Edi Juanda Kepala DPPKKD 9,850,000 | 32,000,000
Jumlah 231,950,000 | 310,500,000 225,200,000 | 767,650,000

- Selanjutnya tiap-tiap dana perjaanan dinas tersebut (jumlah seluruhnya Rp.767.650.000,-)
dicairkan dan diserahkan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara
PDKS kepada terdakwa ALl UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) atas perintah terdakwa sendiri, sesuai dengan tanggal
pada bukti pengeluaran kas di atas, baik dengan cara langsung maupun dengan cara di
transfer ke rekening terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN dengan tujuan untuk

menguntungkan diri terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS tidak pernah
memberikan uang perjalanan dinas kepada saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten

Simeulue,........

Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Simeulue), saks Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusfadli ( staf setdakab Simeulue), dan
saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) yang mana masing-masing dicantumkan
namanya sebagai Pengikut dan / atau Pendamping Direktur dalam melakukan
perjalanan dinasnya antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011
(sebanyak 15 kali perjalanan dinas) dengan total Rp. 225.200.000,- (dua ratus dua puluh
lima juta dua ratus ribu rupiah).. Hal tersebut juga sesuai dengan bukti pengeluaran

kas/Bank yang mencantumkan nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN
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selaku yang menyetujui dan sebagal penerima biaya perjaanan dinas, namun tidak
mencantumkan nama dan tanda tangan pengikut sebagai penerima biaya perjalanan dinas.

- Bahwa saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi 1bnu Abbas (Kepala
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saks
Yusfadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-
masing pernah melakukan perjalanan dinas pada hari yang sama dengan terdakwa ALI
UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, namun saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten
Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusfadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi
Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing menggunakan anggaran satuan kerja
(satker) nya sendiri, dan tidak pernah menggunakan anggaran Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) dalam melakukan perjalanan dinasnya dan tidak pernah
menrima uang/SPPD dari Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan kata
lain bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku
Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk membuat rincian surat perjalanan dinas
pendamping/pengikut fiktif, guna mendapat keuntungan pribadi. Hal tersebut sudah tidak
sesuai dengan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sesuai
pasal 5 Qanun nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten

Simeulue, yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian

daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi
kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Adli Daerah
(PAD).

- Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKYS) tidak mempunyai perhitungan
tarif biaya perjalanan dinas, dan dalam dokumen rincian biaya perjalanan dinas dinyatakan
bahwa pembayaran biaya Perjalanan dinas mengacu kepada perhitungan biaya perjalanan
dinas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Simeulue Nomor : 426 tahun 2009 tanggal
12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Daam Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Simeulue Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga dinyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang harian terdiri dari uang saku/transfort lokal dan uang makan serta adanya uang
representasi untuk pejabat dengan tingkat perjalanan dinas golongan B dan C.

- Bahwa dalam rincian biaya perjalanan dinas tersebut di atas dinyatakan juga bahwa biaya
perjdanan dinas Direktur (tabel 4, kolom 3) terdiri dari uang saku, uang makan,
penginapan, tranfortasi udara, dan tranfortasi bandara/airport tax. Hal tersebut dapat dilihat
dari 15 (lima belas) bukti rincian biaya perjalanan dinas yang disetujui oleh terdakwa ALI
UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
(PDKS);

- Sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009
dinyatakan bahwa biaya perjdanan dinas terdiri dari Lunsum (uang harian dan
penginapan), transportasi, angkutan bandara dan uang representasi sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah). Dalam peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya
transportasi |okal, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya.

- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS belum dan/atau
tidak memasukkan uang representasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
per hari dalam membuat rincian perjalanan dinas tersebut, namun malah memasukkan biaya

transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan.

- Bahwa kekurangan biaya representasi yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan Peraturan
Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 kepada terdakwa ALI
UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
(PDKS) adalah lamanya 15 (lima belas) perjalanan dinas yakni 71 (tujuh puluh satu) hari
sesual dengan tabel 3 di atas dikalikan dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu)
menjadi Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saks Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS dalam membuat
rincian biaya perjalanan dinas ada berpatokan/mengacu kepada Peraturan Bupati Simeulue
Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
Bahwa saksi Muhardi Adnil juga mengetahui bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut tidak
diatur tentang biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya, namun
saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDK S tetap memasukkan rincian
biaya transportasi local, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya yang jumlahnya sekitar
Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (tabel 4, kolom 4) atas
perintah/suruhan terdekwa ALlI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue.
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- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12

Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue
Tahun Anggaran 2010, seharusnya nilai perjalanan dinas yang tidak menjadi beban PDKS
/Negara dan/atau yang menjadi kerugian negara yaitu biaya perjalanan dinas pengikut
(pejabat yang boubel) sebesar Rp.225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus
ribu rupiah) ditambah dengan selisih kerugian/kelebihan biaya representasi sebesar Rp.
299.850.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu
rupiah) sehingga total sebesar Rp. 525.050.000,- (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh
ribu rupiah), den rincian sebagai berikut (tabel 5):

Nilai Kerugian negara Seharus
nyayang
No dibayar
Bukti Nilai sesuai
T Total
No| Kas thla?| kuitansi Nilai perjalanan i ) Kerugia | Perbup
dan tgl (Rp) dinas pejabat yg Kelebihan dana representasi n Negara No 426
bukti double R tahun
(Rp)
2009
(Rp)
2 8 4 ® 6 7 8 9=7-8 10=6+9| 11=4-10
10020
1 | tangga | 4 |45,000,000 Kusmayadi | 9,300,000 |14,300,000 | 600,000 |13,700,000
19/1/2010,
Ibnu Abbas| 9,300,000
18,600,000 |14,300,000 | 600,000 (13,700,000 |32,300,000 |12,700,000
40011
2 |tanggal 13 4 ]40,000,000 |Ibnu Abbas| 9,300,000 |18,600,000 | 600,000 |18,000,000 (27,300,000 |12,700,000
/04/2010
40014
3 |tanggal 14/ 3 |35,000,000 |Ibnu Abbas| 8,150,000 |16,600,000 | 450,000 16,150,000 |24,300,000 |10,700,000
/04/2010
80006
4 |tanggal 05 4 |35,000,000 |Edi Juanda | 4,950,000 |11,750,000 | 600,000 |11,150,000 |25,250,000
/08/2010
Ariaudin | 9,150,000
14,100,000 |11,750,000 | 600,000 |11,150,000 |25,250,000 | 9,750,000
80019
5 |tanggal 12) 2 |20,000,000 | Ariaudin | 5,350,000 | 9,300,000 | 300,000 | 9,000,000 (14,350,000 | 5,650,000
/08/2010
110030
6 |tanggal 10, 5 |57,000,000 |Edi Juanda | 10,450,000 |18,650,000 | 750,000 |17,900,000 (42,300,000
/11/2010
Ariaudin | 13,950,000
24,400,000 |18,650,000 | 750,000 |17,900,000 |42,300,000 14,700,000
110083
7 |tanggal 26) 6 |54,000,000 |Edi Juanda | 8,750,000 |23,250,000 | 900,000 |22,350,000 (39,850,000
/11/2010
Ibnu Abbas| 8,750,000
17,500,000 | 23,250,000 | 900,000 (22,350,000 | 39,850,000 | 14 150,000
120045
8 |tanggal 20| 7 [L11,650,000|Edi Juanda | 12,750,000 |48,600,000 | 1,050,000 (47,550,000 |70,250,000
/12/2010
Yusfadli | 9,950,000
22,700,000 |48,600,000 | 1,050,000 |47,550,000 |70,250,000 |41,400,000
10002
9 |tanggal 03] 4 |17,000,000 |Edi Juanda | 5,250,000 | 2,300,000 | 600,000 | 1,700,000 | 6,950,000 |10,050,000
/01/2011
10055
10 |tanggal 20| 6 |54,000,000 |Edi Juanda| 8,750,000 |32,000,000 | 900,000 |31,100,000 |39,850,000 |14,150,000
/01/2011
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10078
11 |tanggal 25 5 |58,000,000 |Edi Juanda | 10,950,000 |32,600,000 | 750,000 |31,850,000 |42,800,000 |15,200,000
/01/2011
20068
12 |tanggal 25 5 |66,000,000 |Edi Juanda | 10,950,000 |29,650,000 | 750,000 |28,900,000 |50,800,000
/02/2011
Ibnu Abbas| 10,950,000
21,900,000 |29,650,000 | 750,000 |28,900,000 |50,800,000 15,200,000
40027
13 |tanggal 12| 6 |68,500,000 |Edi Juanda | 12,100,000 |28,000,000 | 900,000 (27,100,000 |51,300,000
/04/2011
Ibnu Abbas| 12,100,000
24,200,000 |28,000,000 | 900,000 |27,100,000 |51,300,000 |17,200,000
50014
14 |tanggal 09) 6 (74,500,000 |Edi Juanda | 12,100,000 |12,600,000 | 900,000 |11,700,000 (35,900,000
/05/2011
Ibnu Abbas | 12,100,000
24,200,000 |12,600,000 | 900,000 |11,700,000 |35,900,000 (38,600,000
70036
15 |tanggal 29| 4 |32,000,000 |Edi Juanda| 9,850,000 |12,300,000 | 600,000 |11,700,000 |21,550,000 |10,450,000
/07/2011
jlh 71 67,650,000 225,200,000 [310,500,000 | 10,650,000 (299,850,000 (525,050,000 [242,600,000

- Bahwa dana sejumlah Rp. 525.050.000,- (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu
rupiah) digunakan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN untuk melobi saksi
Asdarmansyah selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue
guna kelancaran pengesahan anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS)
tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011, dan sisanya digunakan untuk pribadi
terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa ALl UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang bertujuan
untuk menguntungkan diri sendiri telah memerintahkan pembayaran uang SPPD
pendamping/pengikut tersebut kepada dirinya sendiri adalah tidak sesuai dengan Qanun
Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah

Kabupaten Simeulue;

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya
berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan
Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8
Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1
November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;

- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima ggji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang

berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah
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SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue);

- Pasal 21 ayat (2) : Bupati Simeulue menetapkan pokok penggajian dan penghasilan bagi
direksi dan pegawa perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang
berlaku. (pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November
2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;

- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang mempunyai kewgjiban
untuk bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan
tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran
dasar perusahaan daerah kabupaten, dan yang berhak menerima ggji/penghasilan dan
fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang di tetapkan Bupati
(berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari
2009), hanya bisa memerintahkan untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tersebut (15
SPPD di atas) dan/atau hanya berhak menerima dana/uang SPPD tersebut sesuai dengan
Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang
Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.

- Akibat perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusshaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut, telah mengakibatkan
pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang seharunya tidak menjadi beban PDKS
sgjumlah Rp. 525.050.000,- (limaratus dua puluh limajutalima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tangga 7 Januari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung
Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALl UHAR

T,SP,.....
T, S.P. Bin TAHIRUDIN sdaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
(PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai atas nama pribadinya
kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue
yakni diri terdakwa sendiri sgjumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan
cara awalnya terdakwa ALl UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan
pinjaman kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten
Simeulue yakni diri terdakwa sendiri dengan tujuan untuk keperluan pribadinya,
selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan

Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai kewenangan berdasarkan Surat
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Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009 untuk
bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata
kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran
dasar perusahaan daerah kabupaten, mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi
Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan menggunakan
anggaran operasional Perusshaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011
dengan catatan akan dilakukan pemotongan ggji terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin
TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap
bulannya.

- Kemudian atas perintah terdskwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten
Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan
pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dan langsung
menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung
Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti
pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0006 tanggal 7 januari 2011 yang telah
dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDK'S).

- Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah

Kabupaten,..........

Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung
Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR
T, S.P. Bin TAHIRUDIN sdaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
(PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawal lagi atas nama
pribadinya kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten
Simeulue yakni diri terdakwa sendiri  sgjumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dengan tujuan digunakan untuk keperluan pribadinya, dengan cara awanya
terdakwa ALI UHAR T, SP. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman
kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue
yakni diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN
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selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai
kewenangan untuk itu, mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Muhardi Adnil
selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKYS)
untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan menggunakan anggaran operasional
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011 dengan catatan akan
dilakukan pemotongan ggji terdskwa ALl UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku
Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap bulannya.

- Kemudian atas perintah terdeakwa ALl UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten
Keuangan/Bendahara Perusshaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan
pencairan dana sgumliah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan langsung
menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung
Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti
pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0028 tanggal 14 Februari 2011 yang telah
dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKYS).

- Bahwa total pinjaman terdakwa ALI UHAR T, SP. Bin TAHIRUDIN selaku
Direktur Perusshaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue
pada tahun 2011 adalah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
dengan rincian sebagai berikut, (table 6) :

Tahun B;‘alg' Tangga Uraian Nilai
2011 0006 |- Bukti Pinjaman Direktur | Rp.40.000.000,-
Pengeluaran kas | PDKS Kab.
pinjaman Simeulue
Direktur tanggal
0028 09 Januari 2011 Rp.50.000.000,-
- Bukti Pinjaman Direktur
pengeluaran  kas | PDKS Kab.
pinjaman Simeulue
Direktur tanggal
14 Februari 2011
JUMLAH Rp.90.000.000,-
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- Bahwa pinjaman tersebut dicairkan dan/atau direalisasikan atas dasar kebijakan terdakwa
ALl UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue (PDKS) sendiri tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya dan pinjaman tersebut
tidak dibenarkan karena tidak ada dana yang dianggarkan untuk pinjaman pegawai dalam
anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran
2011.

- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang sudah mengetahui bahwa tidak ada dana yang
dianggarkan untuk pinjaman pegawa dalam anggaran operasional Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011 tersebut, tidak memerintahkan saksi
Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue (PDKS) untuk merealisasikan dan/atau mencairkan pinjaman tersebut, dan
seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sdlaku Direktur Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menyetujui dan tidak menerima uang pinjaman
tersebut apalagi jika pinjaman itu digunakan untuk keuntungan pribadinya.

- Bahwa dadam dlip gaji management dan Direks selama tahuan 2011 tidak terdapat
potongan untuk pembayaran pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, SP. Bin
TAHIRUDIN, dan berdasarkan laporan harian keuangan tahun 2011 dinyatakan bahwa
tidak terdapat penerimaan kas dari pengembalian atas pinjaman atas nama terdakwa ALI
UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, serta hingga berakhir penyidikan atas perkara ini,
terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tidak pernah mengembalikan pinjaman
tersebut ke kas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).

- Bahwaterdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDK'S) telah menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membiayai
sekolah anaknya dan keperluan pribadinya.

- Bahwaterdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah

Kabupaten,......

Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya suatu
perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah melanggar
atau telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue
Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusshaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya
berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan
Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8
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Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue
Nomor 22 tahun 2002) ;

- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang
berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah
SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten

Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002);

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, SP. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusshaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah mengakibatkan pengeluaran
Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah
sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh jutarupiah).

- Selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sgjak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal
16 Juni 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang
terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten
Simeulue, yang mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor
003 tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan
dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah memerintahkan
pembayaran dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saks
Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office
Manager (Mangjer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manager Kebun) dan kepada terdakwa
ALl UHAR T,S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah

Kabupaten,........

Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan cara terdakwa terdakwa ALl UHAR T, S.P. Bin
TAHIRUDIN berdasarkan kewenangannya selaku Direktur PDKS memerintahkan saksi
Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS atas inisiatif terdakwa sendiri
dan tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya baik di dalam Qanun Kabupaten Simeulue
Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue maupun
di dalam Anggaran Pendapatan Belanja PDK S, untuk membuat administrasi pencairan dana
Tunjangan Operasiona lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd
selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manejer Kantor),
Sdr. Ir. Syamsuddin (Mangjer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin
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TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS)
dengan rincian sebagai berikut (tabel 7) :

HONORARIUM/UPAH | KET

NO NAMA JABATAN PER BULAN
1. | Azharuddin  Agur, | Sekretaris Badan Rp. 1.500.000,-
2. | Sk Pengawas Rp. 2.500.000,-
3. | Ali Uhar T, SP. Bin Direktur Rp. 1.500.000,-
4. | Tahirudin Office Manager Rp. 1.500.000,-

Zulfikar, SE, Ak Manager Kebun

Ir. Syamsuddin

- Kemudian saksi Muhardi Adnil sdlaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS membuat
administrasi pencairan dana, dan setelah disetujui dan/atau ditandatangani oleh terdakwa
ALl UHAR T, SP. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue (PDK'S) maka dana tersebut diberikan kepada nama-nama seperti yang diuraikan
dalam tabel berikut (tabel 8) :

Bukt PE”age' varan Dibayar kepada Jumlah
No.
B’\llji.ti Tl Nama Jabatan (Rp)

Azharuddin Agur, Sekretaris Badan
1 | 030063 18/03/2010 S.Pd g Pengawas 1,500,000

Azharuddin Agur, Sekretaris Badan
2 | 040070 21/04/2010 S.Pd ) Pengawas 1,500,000

3 Azharuddin Agur, Sekretaris Badan
02/09/2010 S.Pd Pengawas 1,500,000

4 Azharuddin Agur, Sekretaris Badan
..../10/2010 S.Pd Pengawas 1,500,000

5 Azharuddin Agur, Sekretaris Badan
..../10/2010 S.Pd Pengawas 1,500,000

6 Azharuddin Agur, Sekretaris Badan
..../11/2010 S.Pd Pengawas 1,500,000
7 | 010029 | 16/02/2010 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
8 | 020035 | 12/03/2010 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
9 | 030072 | 21/04/2010 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
10 | 050063 | 20/05/2010 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
11 | 060087 | 23/06/2010 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
12 | 070076 | 22/07/2010 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
13 | 080036 | 31/08/2010 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
14 | 090041 | 08/09/2010 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
15 | 100065 | 29/10/2010 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
16 | 110048 | 16/11/2010 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
17 | 120053 | 23/12/2010 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
18 | 010088 | 31/01/2011 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
19 | 020079 | 28/02/2011 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
20 | 030095 | 30/03/2011 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
21 | 040096 | 29/04/2011 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
22 | 050079 | 30/05/2011 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
23 | 060055 | 30/06/2011 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
24 | 070035 | 29/07/2011 | Ali Uhar. T, SP Direktur 2,500,000
25 | 010049 | 22/01/2010 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
26 | 020024 | 16/02/2010 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
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27 | 030024 | 12/03/2010 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
28 | 040055 | 19/04/2010 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
29 | 050022 | 17/05/2010 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
30 | 060048 | 16/06/2010 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
31 | 070019 | 12/07/2010 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
32 | 090011 | 03/09/2010 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
33 | 090042 | 08/09/2010 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
34 | 100064 | 29/10/2010 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
35 | 110037 | 16/11/2010 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
36 | 120038 | 20/12/2010 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
37 | 010045 | 17/01/2011 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
38 | 020042 | 17/02/2011 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
39 | 030055 | 21/03/2011 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
40 | 040076 | 29/04/2011 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
41 | 050085 | 31/05/2011 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
42 | 080003 | 15/08/2011 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
43 | 080003 | 15/08/2011 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
44 | 080003 | 15/08/2011 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
45 | 090016 | 12/09/2011 | Zulfikar, SE,Ak Office Manager 1,500,000
46 | 010041 | 17/02/2010 | Ir. Syamsuddin Manager Kebun 1,500,000
47 | 020040 | 15/03/2010 | Ir. Syamsuddin Manager Kebun 1,500,000
48 | 040053 | 19/04/2010 | Ir. Syamsuddin Manager Kebun 1,500,000
49 | 050058 | 19/05/2010 | Ir. Syamsuddin Manager Kebun 1,500,000
50 | 060062 | 16/06/2010 | Ir. Syamsuddin Manager Kebun 1,500,000

JUMLAH 93,000,000

- Bahwa berdasarkan 50 (lima puluh) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo
PDKS dari tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan 12 September 2011, dinyatakan adanya
pembayaran Tunjangan Operasional lapangan sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh
tiga juta rupiah) dengan menggunakan dana operasional PDKS.

- Bahwa perbuatan terdakwa ALl UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut telah bertentangan dengan
Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue :

- pasa 20 ayat (1) yakni Direksi menerima gqji, fasilitas lainnya menurut ketentuan yang
berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Akte
Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan
Dagerah Kabupaten Simeulue);

- pasa 21 ayat (2) yakni Bupati Simeulue menetapkan ketentuan pokok penggajian dan
penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada
ketentuan yang berlaku (sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH
Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten

Simeulue).
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- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mengakibatkan  pengeluaran
Negara/daerah melalui kas PDKS telah menguntungkan orang lain yakni saksi Azharuddin
Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager
(mangjer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manegjer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR
T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
(PDKS) sebagaimana tertera dalam rincian tabel 8, sehingga mengakibatkan kerugian
keuangan negara/daerah sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tigajuta rupiah).

- Selanjutnya berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, maka pada tanggal 10 Desember 2010,
saksi Darmili selaku Bupati Simeulue pada saat itu telah mengeluarkan Surat Keputusan
Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2009 tentang
penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan
pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014 yang berlaku semenjak tanggal
ditetapkan, dengan lampiran sebagai berikut (tabel 9) :

HONORARIUM/UPAH
NO NAMA JABATAN PER BULAN KET
1. |H. TR. HASBI Ketua Badan Rp. 6.000.000,-
2. | MAHMUD Pengawas Rp. 3.000.000,-
3. | SYAMSUIR Anggota Rp. 3.000.000,-
DJAM Anggota
H. RABUDIN.HS

- Kemudian pada tanggal 1 Februari 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beradamat di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin
Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdskwa ALl UHAR T, S.P. Bin
TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue ( PDKS) yang

Mempunyai,..........
mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009
tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan
mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah mengeluarkan Surat Penetapan
Tunjangan Nomor 003/I1/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penetapan
Pemberian Tunjangan Operasional lapangan Kepada Badan Pengawas, untuk setiap
bulannya dengan rincian sebagai berikut (tabel 10) :

No. Nama Jabatan Tunjangan (Rp)
1 H. TR. Hasbi
Mahmud Ketua 1,000,000.-
2 | Syamsuir Djam Anggota 750,000.-
3 | H. Rabudin. HS Anggota 750,000.-
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- Bahwaterdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) telah menyalahgunakan kewenangannya dalam
mengeluarkan Surat Penetapan tersebut karena atas kebijakan dan inisiatif sendiri serta
tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya. Padahal terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin
TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKYS) telah jelas
mengetahui bahwa untuk menetapkan pemberian Tunjangan Operasiona kepada badan
pengawas tersebut telah diatur dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua
dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai
dengan kemampuan Perusahaan Daerah”, dan Bupati Simeulue juga telah mengeluarkan
Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10
Desember 2009 tentang penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang
jasalhonorarium badan pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014, namun
terdakwa ALl UHAR T, SP. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menghiraukan peraturan dimaksud dan menyalah
gunakan kewenangannya untuk tetap memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten
Keuangan/Bendahara PDK'S untuk mencairkan dana tersebut dan membagikannya kepada
nama yang tertera dalam Surat Penetapan Direktur PDKS Nomor 003/11/SPT/2011 tanggal
1 Februari 2011 tersebut sgjak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011
bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di

Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan,..........

- Berdasarkan 8 (delapan) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dan

tanggal antara 4 Maret 2011 sampa dengan 31 Oktober 2011, dinyatakan adanya

pembayaran biaya Tunjangan Operasional |apangan Badan Pengawas dengan menggunakan

dana operasional PDKS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uraian
sebagai berikut (tabel 11) :

Bukii qua%el uaran Dibayar kepada Jumlah
0.
No.
Buk(i Tgl Nama Jabatan (Rp)
H. TR. Hashi
11030007 | 5410372011 Mahmud Ketua | 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
H. TR. Hashi
2| 040007 | 6410472011 Mahmud Ketua | 1,000,000
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Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
H. TR. Hasbi
3| 050032 | 4 6/05/2011 Mahmud Ketua | 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
H. TR. Hashi
4 | 080026 | 43106/2011 Mahmud Ketua | 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
H. TR. Hashi
5 | 070011 | 14/07/2011 Mahmud Ketua | 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
H. TR. Hashi
6 | 080018 | 1 g108/2011 Mahmud Ketia | 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
H. TR. Hashi
7| 090050 | 5910972011 Mahmud Ketua | 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
H. TR. Hashi
8 | 100038 | 51/10/2011 Mahmud Ketua | 1,000,000
Syamsuir Djam Anggota 750,000
H. Rabudin. HS Anggota 750,000
Jumlah 20,000,000

- Bahwa perbuatan terdakwa ALl UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah bertentangan dengan Qanun
Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang

jasalhonorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan
dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan
Daerah” (sesuai dengan pasal 26 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tangga 1
November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue), dan telah
menguntungkan orang lain yakni saksi H. TR. Hasbi Mahmud, saksi Syamsuir Djam dan
saksi H. Rabudin HS, sebagaimana tertera daam tabel 11 di atas, sehingga
mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan
kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Sehingga total jumlah tunjangan dana operasiona lapangan yang dikeluarkan dari kas

PDKS adadah Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah
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Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.113.000.000,- (seratus
tigabelasjutarupiah).

- Bahwaterdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan
dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, telah melakukan perbuatan
dan/atau kegiatan dalam pencairan dana operasiona Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue tahun anggaran 2010 dan tahun 2011, yang tidak sesuai dengan Qanun
Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue dan tidak sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal
1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana
yang telah disebutkan di atas, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa
keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang memerintahkan untuk memberikan
pinjaman pegawai dan/atau menyetujui pinjaman pegawai dengan menggunakan dana
operasional PDKSS tahun 2011 dan/atau menerima uang pinjaman tersebut dan digunakan
untuk kepentingan pribadinya, adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue
Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak

sesuai,.........
sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, sehingga melanggar ketentuan pasal 3
ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, yang
menyatakan : setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas
beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia
atau tidak cukup tersedia.

- Perbuatan terdakwa ALl UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan
Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sudah tidak menghiraukan lagi tujuan dibentuknya
Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana tertera dalam pasal 5
Qanun Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue,

yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah,
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memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan
berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tersebut telah
menguntungkan dirinya sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
(PDKYS) atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sumlah Rp.
728.050.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ) atau setidaknya
senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut (tabel 12) :

No Uraian Jumlah
1 Biaya Perjalanan Dinas Direktur PDKS
- Besaran biaya yang dikeluarkan dari kas PDKS 767.650.000,00
- Besaran biaya yang sesuai dengan Peraturan

Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal (242.600.000,00)

12 Oktober 2009
Sub Jumlah 1 525.050.000,00
2. Pinjaman Pegawai
- Besaran pinjaman yang dikeluarkan dari Kas| 90.000.000,00
PDKS (0,00)
- Besaran Pinjaman yang diperkenankan
Sub Jumlah 2 90.000.000,00

3. Pemberian Tunjangan Operasiona Lapangan
- Besaran tunjangan yang dikeluarkan dari Kas| 113.000.000,00

PDKS
- Besaran tunjangan yang sesuai dengan Peraturan (0,00)
Bupati
Sub Jumlah 3 113.000.000,00
Jumlah 728.050.000,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor :
LAPKKN-0124/PW.01/5/2013 tanggal 22 Maret 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto
Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana,
yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALI UHAR, T, SP. Bin TAHIRUDIN terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam
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pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I.
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidanadalam Dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALI UHAR, T, S.P. Bin TAHIRUDIN
selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada
dalam tahanan.

3. Membebani terdakwa ALI UHAR, T, S.P. Bin TAHIRUDIN untuk membayar uang
pengganti terhadap kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 667.550.000,- (enam ratus
enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila
terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan
hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh
Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai
harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa
dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 8 (delapan) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.

7 (tujuh),.........

2. 7 (tujuh) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.

3. 1 (satu) eks bukti pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.

4, 1 (satu) eks bukti pembayaran Tunjangan Operasional Badan Pengawas, Direksi,
Manager Kantor, Manager Kebun Tahun 2010 dan Tahun 2011.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue

5. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan adlinya dlip gaji Direktur
PDKS Kah. Simeulue Tahun 2011.

6. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.

7. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDK S Kab. Simeulue Tahun 2011.

8. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan
PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.

9. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegaisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan
PDKS Kabh. Simeulue Tahun 2011.
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10. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran
pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.

11. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan angaran
pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.

12. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang penunjukan / pengangkatan
Direktur PDKS Kab. Simeulue.

13. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Bupati Simeulue Nomor : 004 Tahun 2009 tentang gaji pokok dan tunjangan Direktur
PDKS Kab. Simeulue.

14. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Bupati Simeulue Nomor : 358 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan
Badan Pengawas PDK'S Kab. Simeulue dan penetapan besaran uang jasa/ honorarium
Badan Pengawas PDK S Kab. Simeulue periode 2010-2014.

15. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegdisir sesuai dengan aslinya Keputusan Badan
Pengawas PDKS Kab. Simeulue Nomor : 001 Tahun 2010 tentang Penunjukkan /
Pengangkatan Sekretaris Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

16. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (adli).

17. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/076/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (adli).

18. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/156/2011 tanggal 13 April 2011 (adli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Muhammad Adli

19. 1 (satu) eks surat tugas perjalanan dinas nomor : Peg. 800/615/2010, tanggal 13
Desember 2010 (adli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melaui
Dody Juliardi Bas, S.STP

20. 1 (satu) eks surat tugas nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (adli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Feri
Usman

21. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/545/2010 tanggal 03 November 2010 (adli).
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22. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/615/2010 tanggal 13 Desember 2010 (adli).

23. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/075/2011 tanggal 19 Pebruari
2011 (adli).

24. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/154/2011 tanggal 11 April 2011
(adli).

25. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/319/2011 tanggal 21 Juli 2011 (asli).

26. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/019/2011 tanggal 15 Januari 2011 (adli).

27. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/194/2011 tanggal 03 Mei 2011 (adli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Khaili Syamsuddin SE

28. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKKD Tahun 2010 (asli).

29. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKKD Tahun 2011 (adli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Saiful Zuhri SE

30. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 315 (tiga ratus
lima belas) lembar dengan total sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima
ratus ribu rupiah).

31. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tigapuluh)

lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar
dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
32. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh)
lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
33. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
34. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan jutarupiah).
Dirampas untuk Negara
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. (limaribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa Magjelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili
perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:
7. Menyatakan terdakwa Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

dalam dakwaan Primair;
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8. Membebaskan terdakwa Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin dari dakwaan Primair tersebut’

9. Menyatakan terdakwa Ali Uhar, T, SP. Bin Tahirudin telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Korupsi secara berlanjut”
sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiair;

10. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2
(dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

11. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 84.650.000,-
(delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara dengan
ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lamadalam
waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

12. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan,........

13. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
14. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 8 (delapan) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDK'S Kab. Simeulue Tahun 2010.
2. 7 (tujuh) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
3. 1 (satu) eks bukti pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
4. 1 (satu) eks bukti pembayaran Tunjangan Operasional Badan Pengawas, Direksi,
Manager Kantor, Manager Kebun Tahun 2010 dan Tahun 2011.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;
5. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya slip ggji Direktur
PDKS Kah. Simeulue Tahun 2011.
6. 1 (satu) eksbuku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
7. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
8. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan
PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
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9. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan
PDKS Kah. Simeulue Tahun 2011.

10. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan angaran
pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.

11. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan angaran
pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.

12. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang penunjukan / pengangkatan
Direktur PDKS Kab. Simeulue.

13. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Bupati Simeulue Nomor : 004 Tahun 2009 tentang gaji pokok dan tunjangan Direktur
PDKS Kah. Simeulue.

14. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Bupati Simeulue Nomor : 358 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan
Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue dan penetapan besaran uang jasa /
honorarium Badan Pengawas PDK S Kab. Simeulue periode 2010-2014.

15. 1 (satu) eksfotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya K eputusan Badan

Pengawas,.........

Pengawas PDKS Kab. Simeulue Nomor : 001 Tahun 2010 tentang Penunjukkan /
Pengangkatan Sekretaris Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

16. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (adli).

17. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/076/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (agli).

18. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/156/2011 tanggal 13 April 2011 (adli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Muhammad Adli;

19. 1 (satu) eks surat tugas perjalanan dinas nomor : Peg. 800/615/2010, tanggal 13
Desember 2010 (adli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Dody Juliardi Bas, S.STP,

20. 1 (satu) eks surat tugas nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui

Feri Usman;
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21. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/545/2010 tanggal 03 November 2010

(asli).

22. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/615/2010 tanggal 13 Desember 2010
(asli).

23. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/075/2011 tanggal 19 Pebruari
2011 (adli).

24. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/154/2011 tanggal 11 April 2011
(asli).

25. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/319/2011 tanggal 21 Juli 2011 (asli).

26. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/019/2011 tanggal 15 Januari 2011 (adli).

27. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/194/2011 tanggal 03 Mei 2011 (adli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Khaili Syamsuddin SE;

28. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKKD Tahun 2010 (adli).

29. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKKD Tahun 2011 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui
Saiful Zuhri SE;

30. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 315 (tiga ratus
lima belas) lembar dengan total sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima
ratus ribu rupiah).

31. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh)
lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar
dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

32. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh)
lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

33. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

34. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dirampas untuk Negara;
9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah).
Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan ANWAR, SH
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Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Oktober 2013, dengan akta permintaan
banding No.35/Akta Pid.Sus/'TPK/2013/PN-Bna dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada
tanggal 04 November 2013 yang diterima dikepaniteraan Negeri Banda Aceh pada tanggal
04 November 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan
secara sah kepada terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah
diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari
Pengadilan / Tipikor Banda Aceh tanggal 28 Oktober 2013 No.W1.U1 /5144/HK.0L/X/
2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah
digjukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, sertatelah memenuhi ketentuan
dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelgari  Berita

Acara persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh

No0:35/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 22 Oktober 2013 yang dimintakan banding
tersebut serta pula membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa dengan memperhatikan keterangan terdakwa dalam Berita
Acarapersidangan yang menerangkan terdakwa telah menyadari ada dana SPPD
dalam Pengololaan keuangan PDKSD untuk tahun 2010-2011 yang tidak dipertanggung
jawabkan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah salah serta terdakwa
juga dalam keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan telah
diingatkan oleh Bupati apabila terdakwa meminjamkan uang milik Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue kepada Anggota Dewan, maka kamu akan masuk penjara, dan
ternyata akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian negara
sebesar Rp. 728.050.000,- ( tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) maka
pertimbangan hukum dan alasan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi secara berlanjut sudah tepat dan benar, dan alasan serta pertimbangan hukum
Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil aih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh
Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak
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sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan
pada terdakwa dan hukuman pembayaran uang pengganti yang dibebankan pada terdakwa
dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Daerah Prop.Nanggro Aceh Darussalam Pasca Tsunami dan
Kesepakatan Damai Helsinki telah melaksanakan pembangunan disegala bidang dan
disetiap daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, hasil dari pembangunan tidak
hanya dapat dinikmati rakyat secara fisik akan tetapi telah dapat membangkitkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemegang amanah rakyat, oleh karena
itu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang telah menciderai amanah rakyat
sehingga sudah sepatutnya dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana yang berat dan
pembayaran uang pengganti sebesar kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan
terdakwa tersebut seperti yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan
Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh
NO : 35/Pid.Sus/TPk/2013/PN-BNA tanggal 22 Oktober 2013 yang dimintakan banding
tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan besarnya hukuman

pembayaran uang pengganti kepada terdakwa;

Menimbang,........

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana kepadanya dibebani untuk membayar
biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, dan ternyata tidak ada alasan hukum
untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepadanya cukup alasan untuk tetap
ditahan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor . 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korups jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor. 46 Tahun
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan ;

MENGADILI

e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
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e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tangga 22
Oktober 2013 No : 35/ Pid.Sus/ TPK/ 2013/PN-BNA, yang dimintakan banding
tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dan
hukuman pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana
Korups sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdekwa Ali Uhar, T, SP. Bin Tahirudin dari dakwaan
Primair tersebut’

3. Menyatakan terdakwa Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Korupsi
secara berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenaitu dengan pidana penjara
selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5.Menghukum  terdakwa untuk membayar uang pengganti  sebesar
Rp.667.050.000,- ( enam ratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah)
dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam
waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai
harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pangganti tersebut maka
diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

8. Menyatakan barang bukti berupa :
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1. 8 (delapan) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue
Tahun 2010;

2. 7 (tujuh) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun
2011.

3. 1(satu) eksbukti pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.

4. 1 (satu) eks bukti pembayaran tunjangan Operasional Badan Pengawas,
Direksi, Manager Kantor, Manager Kebun Tahun 2010 dan Tahun 2011.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue;

5. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dlip
ggji Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.

6. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue
Tahun 2010.

7. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue
Tahun 2011.

8. 1 (satu) eksfotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan
keuangan PDK S Kab. Simeulue Tahun 2010.

9. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan
keuangan PDK S Kab. Simeulue Tahun 2011.

10.1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan adslinya
rancangan angaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab.
Simeulue Tahun 2010.

11.1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesua dengan aslinya
rancangan angaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab.
Simeulue Tahun 2011.

12. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang

penunjukan / pengangkatan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
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13. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 004 Tahun 2009 tentang gaji
pokok dan tunjangan Direktur PDKS Kab. Simeulue.

14. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 358 Tahun 2010 tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue
dan penetapan besaran uang jasa / honorarium Badan Pengawas PDKS
Kab. Simeulue periode 2010-2014.

15.1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesua dengan aslinya
Keputusan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue Nomor : 001 Tahun
2010 tentang Penunjukkan / Pengangkatan Sekretaris Badan Pengawas
PDKS Kah. Simeulue periode 2010-2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

16. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari
2010 (adli).

17.1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/076/2011 tangga 19
Pebruari 2011 (asli).

18. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/156/2011 tanggal 13 April
2011 (adli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten
Simeulue melalui Muhammad Adli;

19. 1 (satu) eks surat tugas perjalanan dinas nomor : Peg. 800/615/2010,
tangga 13 Desember 2010 (adli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten
Simeulue melalui Dody Juliardi Bas, S.STP;

20. 1 (satu) eks surat tugas nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari
2010 (adli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten
Simeulue melalui Feri Usman;

21.1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/545/2010 tanggal 03
November 2010 (adli).
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22.1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/615/2010 tangga 13
Desember 2010 (adli).

23. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/075/2011 tanggal 19
Pebruari 2011 (adli).

24. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/154/2011 tanggal 11
April 2011 (adli).

25. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/319/2011 tanggal 21 Juli
2011 (adli).

26. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/019/2011 tanggal 15 Januari
2011 (adli).

27.1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/194/2011 tangga 03 Mei
2011 (adli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten
Simeulue melalui Khaili Syamsuddin SE;

28.1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKKD
Tahun 2010 (adli).

29.1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKKD
Tahun 2011 (adli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten
Simeulue melaui Saiful Zuhri SE;

30. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 315
(tiga ratus lima belas) lembar dengan total sebesar Rp. 31.500.000,00
(tigapuluh satu jutalima ratus ribu rupiah).

31. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30
(tiga puluh) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak
60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00
(enam jutarupiah).

32. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60
(enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00
(enam jutarupiah).

33. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
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34.Uang kertas dengan tota sebesar Rp.  9.000.000,00
(sembilan juta rupiah).
Dirampas untuk Negara;
9. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,-
(limaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Magjelis Hakim Pengadilan
Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 oleh kami :
HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai
Ketua Mgjelis, ASRA, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan
Drs. H. RUSYDI, SH Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraini,
berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal
27 November 2013, No. 40/PID-TIPIKOR/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada sidang

yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh KetuaMajdlis

Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda
Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Hakim K etua,

1. ASRA, SH.MH HIDAYAT HASYIM, SH

2. Drs. H. RUSYDI, SH

Paniter a Pengganti

NUR AFIFAH, SH
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Untuk salinan yang sama bunyinyaoleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.
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Untuk salinan yang sama bunyinyaoleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR

BANDA ACEH

H.RUSLAN, SH.MH
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